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Lampiran 1 

Lembar Penjelasan Untuk Informan 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Saya Sri 

Nuriana, Mahasiswa Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 

Hasanuddin Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan bermaksud untuk 

meminta data/informasi kepada Bapak/Ibu terkait dengan penelitian tesis saya 

dengan judul “Analisis Peramalan dan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian 

Kasus Positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data hasil peramalan kasus positif 

COVID-19 (besaran kasus dan pola trend) di Provinsi Sulawesi Selatan serta 

memperoleh rekomendasi kebijakan pengendalian kasus positif COVID-19 di 

Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendapat pengambil kebijakan dan pakar 

kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu akan kami wawancarai 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat sukarela. Saya 

selaku peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dengan tidak 

mencantumkan nama dalam hasil penelitian nantinya dan menggantinya dengan 

menggunakan kode tertentu yang telah disiapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, 

saya sangat berharap Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan jujur tanpa 

keraguan.  

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan 

waktu Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.  

 

Peneliti, 

                
(Sri Nuriana) 
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Lampiran 2 

Lembar Persetujuan Informan 

(Informed Consent) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a  :   

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

Umur  :  

Instansi  : 

Jabatan  : 

No. Hp (Whatsapp)   : 

 

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian dari: 

Nama : Sri Nuriana 

NIM : K012211023 

Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin  

Judul : Analisis Peramalan dan Rekomendasi Kebijakan 

Pengendalian Kasus Positif COVID-19 di 

  Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Persetujuan ini saya buat secara suka rela dan tanpa paksaan dari pihak 

manapun. Saya telah diberikan penjelasan dan saya telah diberikan kesempatan 

untuk menanyakan segala sesuatu mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan 

telah mendapatkan jawaban yang benar dan jelas. Dengan ini saya menyatakan 

bahwa saya memberikan jawaban dengan benar dan sejujur-jujurnya.  

 

Makassar,         2023 

  Informan,  

 

 

 

 

(                                       ) 
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Lampiran 3 

 

Pedoman Wawancara 

 

Judul Penelitian : Analisis Peramalan dan Rekomendasi Kebijakan 

Pengendalian Kasus Positif COVID-19 di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Nama Informan :  

Instansi :  

Jabatan :  

Tanggal Wawancara :  

 

Pernyataan Dasar: 

Peneliti menjelaskan secara singkat hasil peramalan (forecasting) kasus positif 

COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait data peramalan tersebut? (Peneliti perlu 

melakukan probing untuk mendapatkan informasi tentang alternatif rekomendasi 

kebijakan, strategi, dan sebagainya). 

Selanjutnya dikaitkan dengan beberapa variabel berikut: 

Variabel Penelitian 1: Technical feasibility (kelayakan teknis) 

1. Apakah keluaran (outcome) dari kebijakan atau program akan mencapai 

tujuan yang ditetapkan? 

2. Seberapa jauh alternatif kebijakan yang diambil dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan? (tujuan penelitian: pengendalian kasus positif COVID-19) 

3. Apakah alternatif kebijakan yang diambil mampu mengatasi permasalahan 

yang muncul secara keseluruhan atau hanya sebagian saja? 

 

Variabel Penelitian 2: Economic and financial possibility (kemungkinan 

ekonomi dan finansial) 

1. Berapa perkiraan dana/biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan? 

2. Apa saja keuntungan yang dihasilkan secara ekonomi dan finansial? 

 

Variabel 3: Political viability (kehidupan politik) 

1. Apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan 

para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat? 

2. Apakah suatu alternatif kebijakan tidak merusak atau bertentangan dengan 

nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat? 
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3. Apakah suatu alternatif kebijakan akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

ada? 

4. Apakah alternatif kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku? 

5. Apakah suatu alternatif kebijakan akan mempromosi pemerataan dan keadilan 

dalam masyarakat? 

6. Seperti apakah keberlanjutan (sustainable) program yang sedang berjalan 

saat ini? 

7. Bagaimanakah sustainable program jika dalam instansi terjadi pergantian 

jabatan? 

8. Apakah rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dapat sustainable? 

9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait kasus positif di China yang meningkat 

selama kurun waktu dua bulan terakhir ini (November dan Desember 2022)? 

Bahkan pada 2 Desember 2022 kasus positif (new cases) mencapai 62.439 

kasus. 

 

Variabel 4: Administrative operability (operasional administrasi) 

1. Apakah organisasi yang diserahi tugas mengimplementasi kebijakan memiliki 

otoritas yang jelas untuk melakukan kerja sama dengan unit organisasi yang 

lain dalam menentukan prioritas? 

2. Apakah suatu alternatif kebijakan bersifat realistis atau tidak? 

3. Apakah organisasi yang akan mengimplementasikannya dinilai mampu dalam 

konteks kemampuan SDM dan dalam konteks finansial? 

4. Apakah tersedia dukungan-dukungan peralatan, fasilitas fisik, dan pelayanan-

pelayanan lainnya jika dibutuhkan? 

5. Apa data yang dipergunakan selama ini untuk membuat rekomendasi 

kebijakan? (Peneliti dapat membandingkan data yang digunakan untuk 

merekomendasikan kebijakan dengan data peramalan atau forecasting yang 

dilakukan peneliti). 
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Lampiran 4 
 

Hasil Peramalan (Forecasting) Terkait Penerapan Kebijakan 
Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama Provinsi 

Sulawesi Selatan Periode 17 Januari 2023 
Hingga 16 Januari 2024 

No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

1 17/01/2023 1,439 1 126,060 126 

2 18/01/2023 1,216 1 149,904 150 

3 19/01/2023 0,994 1 176,091 176 

4 20/01/2023 0,772 1 203,708 204 

5 21/01/2023 0,550 1 232,240 232 

6 22/01/2023 0,327 0 261,385 261 

7 23/01/2023 0,105 0 290,958 291 

8 24/01/2023 -0,117 0 320,838 321 

9 25/01/2023 -0,339 0 350,948 351 

10 26/01/2023 -0,561 0 381,232 381 

11 27/01/2023 -0,784 0 411,653 412 

12 28/01/2023 -1,006 0 442,180 442 

13 29/01/2023 -1,228 0 472,795 473 

14 30/01/2023 -1,450 0 503,480 503 

15 31/01/2023 -1,673 0 534,224 534 

16 01/02/2023 -1,895 0 565,016 565 

17 02/02/2023 -2,117 0 595,850 596 

18 03/02/2023 -2,339 0 626,719 627 

19 04/02/2023 -2,562 0 657,619 658 

20 05/02/2023 -2,784 0 688,544 689 

21 06/02/2023 -3,006 0 719,493 719 

22 07/02/2023 -3,228 0 750,461 750 

23 08/02/2023 -3,451 0 781,447 781 

24 09/02/2023 -3,673 0 812,448 812 

25 10/02/2023 -3,895 0 843,464 843 

26 11/02/2023 -4,117 0 874,491 874 

27 12/02/2023 -4,340 0 905,530 906 

28 13/02/2023 -4,562 0 936,579 937 

29 14/02/2023 -4,784 0 967,636 968 

30 15/02/2023 -5,006 0 998,702 999 

31 16/02/2023 -5,228 0 1029,775 1030 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

32 17/02/2023 -5,451 0 1060,855 1061 

33 18/02/2023 -5,673 0 1091,942 1092 

34 19/02/2023 -5,895 0 1123,034 1123 

35 20/02/2023 -6,117 0 1154,131 1154 

36 21/02/2023 -6,340 0 1185,233 1185 

37 22/02/2023 -6,562 0 1216,339 1216 

38 23/02/2023 -6,784 0 1247,450 1247 

39 24/02/2023 -7,006 0 1278,564 1279 

40 25/02/2023 -7,229 0 1309,682 1310 

41 26/02/2023 -7,451 0 1340,803 1341 

42 27/02/2023 -7,673 0 1371,927 1372 

43 28/02/2023 -7,895 0 1403,055 1403 

44 01/03/2023 -8,118 0 1434,184 1434 

45 02/03/2023 -8,340 0 1465,317 1465 

46 03/03/2023 -8,562 0 1496,451 1496 

47 04/03/2023 -8,784 0 1527,588 1528 

48 05/03/2023 -9,007 0 1558,727 1559 

49 06/03/2023 -9,229 0 1589,868 1590 

50 07/03/2023 -9,451 0 1621,010 1621 

51 08/03/2023 -9,673 0 1652,155 1652 

52 09/03/2023 -9,896 0 1683,301 1683 

53 10/03/2023 -10,118 0 1714,448 1714 

54 11/03/2023 -10,340 0 1745,598 1746 

55 12/03/2023 -10,562 0 1776,748 1777 

56 13/03/2023 -10,784 0 1807,900 1808 

57 14/03/2023 -11,007 0 1839,053 1839 

58 15/03/2023 -11,229 0 1870,207 1870 

59 16/03/2023 -11,451 0 1901,362 1901 

60 17/03/2023 -11,673 0 1932,519 1933 

61 18/03/2023 -11,896 0 1963,676 1964 

62 19/03/2023 -12,118 0 1994,835 1995 

63 20/03/2023 -12,340 0 2025,994 2026 

64 21/03/2023 -12,562 0 2057,154 2057 

65 22/03/2023 -12,785 0 2088,315 2088 

66 23/03/2023 -13,007 0 2119,477 2119 

67 24/03/2023 -13,229 0 2150,640 2151 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

68 25/03/2023 -13,451 0 2181,803 2182 

69 26/03/2023 -13,674 0 2212,967 2213 

70 27/03/2023 -13,896 0 2244,132 2244 

71 28/03/2023 -14,118 0 2275,297 2275 

72 29/03/2023 -14,340 0 2306,463 2306 

73 30/03/2023 -14,563 0 2337,630 2338 

74 31/03/2023 -14,785 0 2368,797 2369 

75 01/04/2023 -15,007 0 2399,965 2400 

76 02/04/2023 -15,229 0 2431,133 2431 

77 03/04/2023 -15,451 0 2462,302 2462 

78 04/04/2023 -15,674 0 2493,472 2493 

79 05/04/2023 -15,896 0 2524,641 2525 

80 06/04/2023 -16,118 0 2555,812 2556 

81 07/04/2023 -16,340 0 2586,982 2587 

82 08/04/2023 -16,563 0 2618,153 2618 

83 09/04/2023 -16,785 0 2649,325 2649 

84 10/04/2023 -17,007 0 2680,497 2680 

85 11/04/2023 -17,229 0 2711,669 2712 

86 12/04/2023 -17,452 0 2742,842 2743 

87 13/04/2023 -17,674 0 2774,015 2774 

88 14/04/2023 -17,896 0 2805,188 2805 

89 15/04/2023 -18,118 0 2836,362 2836 

90 16/04/2023 -18,341 0 2867,536 2868 

91 17/04/2023 -18,563 0 2898,710 2899 

92 18/04/2023 -18,785 0 2929,885 2930 

93 19/04/2023 -19,007 0 2961,060 2961 

94 20/04/2023 -19,230 0 2992,235 2992 

95 21/04/2023 -19,452 0 3023,411 3023 

96 22/04/2023 -19,674 0 3054,587 3055 

97 23/04/2023 -19,896 0 3085,763 3086 

98 24/04/2023 -20,119 0 3116,939 3117 

99 25/04/2023 -20,341 0 3148,115 3148 

100 26/04/2023 -20,563 0 3179,292 3179 

101 27/04/2023 -20,785 0 3210,469 3210 

102 28/04/2023 -21,007 0 3241,646 3242 

103 29/04/2023 -21,230 0 3272,824 3273 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

104 30/04/2023 -21,452 0 3304,001 3304 

105 01/05/2023 -21,674 0 3335,179 3335 

106 02/05/2023 -21,896 0 3366,357 3366 

107 03/05/2023 -22,119 0 3397,536 3398 

108 04/05/2023 -22,341 0 3428,714 3429 

109 05/05/2023 -22,563 0 3459,893 3460 

110 06/05/2023 -22,785 0 3491,071 3491 

111 07/05/2023 -23,008 0 3522,250 3522 

112 08/05/2023 -23,230 0 3553,429 3553 

113 09/05/2023 -23,452 0 3584,609 3585 

114 10/05/2023 -23,674 0 3615,788 3616 

115 11/05/2023 -23,897 0 3646,968 3647 

116 12/05/2023 -24,119 0 3678,148 3678 

117 13/05/2023 -24,341 0 3709,327 3709 

118 14/05/2023 -24,563 0 3740,508 3741 

119 15/05/2023 -24,786 0 3771,688 3772 

120 16/05/2023 -25,008 0 3802,868 3803 

121 17/05/2023 -25,230 0 3834,048 3834 

122 18/05/2023 -25,452 0 3865,229 3865 

123 19/05/2023 -25,675 0 3896,410 3896 

124 20/05/2023 -25,897 0 3927,591 3928 

125 21/05/2023 -26,119 0 3958,772 3959 

126 22/05/2023 -26,341 0 3989,953 3990 

127 23/05/2023 -26,563 0 4021,134 4021 

128 24/05/2023 -26,786 0 4052,315 4052 

129 25/05/2023 -27,008 0 4083,497 4083 

130 26/05/2023 -27,230 0 4114,678 4115 

131 27/05/2023 -27,452 0 4145,860 4146 

132 28/05/2023 -27,675 0 4177,042 4177 

133 29/05/2023 -27,897 0 4208,223 4208 

134 30/05/2023 -28,119 0 4239,405 4239 

135 31/05/2023 -28,341 0 4270,587 4271 

136 01/06/2023 -28,564 0 4301,770 4302 

137 02/06/2023 -28,786 0 4332,952 4333 

138 03/06/2023 -29,008 0 4364,134 4364 

139 04/06/2023 -29,230 0 4395,316 4395 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

140 05/06/2023 -29,453 0 4426,499 4426 

141 06/06/2023 -29,675 0 4457,682 4458 

142 07/06/2023 -29,897 0 4488,864 4489 

143 08/06/2023 -30,119 0 4520,047 4520 

144 09/06/2023 -30,342 0 4551,230 4551 

145 10/06/2023 -30,564 0 4582,413 4582 

146 11/06/2023 -30,786 0 4613,596 4614 

147 12/06/2023 -31,008 0 4644,779 4645 

148 13/06/2023 -31,230 0 4675,962 4676 

149 14/06/2023 -31,453 0 4707,145 4707 

150 15/06/2023 -31,675 0 4738,328 4738 

151 16/06/2023 -31,897 0 4769,512 4770 

152 17/06/2023 -32,119 0 4800,695 4801 

153 18/06/2023 -32,342 0 4831,878 4832 

154 19/06/2023 -32,564 0 4863,062 4863 

155 20/06/2023 -32,786 0 4894,246 4894 

156 21/06/2023 -33,008 0 4925,429 4925 

157 22/06/2023 -33,231 0 4956,613 4957 

158 23/06/2023 -33,453 0 4987,797 4988 

159 24/06/2023 -33,675 0 5018,981 5019 

160 25/06/2023 -33,897 0 5050,165 5050 

161 26/06/2023 -34,120 0 5081,348 5081 

162 27/06/2023 -34,342 0 5112,533 5113 

163 28/06/2023 -34,564 0 5143,717 5144 

164 29/06/2023 -34,786 0 5174,901 5175 

165 30/06/2023 -35,009 0 5206,085 5206 

166 01/07/2023 -35,231 0 5237,269 5237 

167 02/07/2023 -35,453 0 5268,453 5268 

168 03/07/2023 -35,675 0 5299,638 5300 

169 04/07/2023 -35,898 0 5330,822 5331 

170 05/07/2023 -36,120 0 5362,007 5362 

171 06/07/2023 -36,342 0 5393,191 5393 

172 07/07/2023 -36,564 0 5424,376 5424 

173 08/07/2023 -36,786 0 5455,560 5456 

174 09/07/2023 -37,009 0 5486,745 5487 

175 10/07/2023 -37,231 0 5517,929 5518 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

176 11/07/2023 -37,453 0 5549,114 5549 

177 12/07/2023 -37,675 0 5580,299 5580 

178 13/07/2023 -37,898 0 5611,484 5611 

179 14/07/2023 -38,120 0 5642,668 5643 

180 15/07/2023 -38,342 0 5673,853 5674 

181 16/07/2023 -38,564 0 5705,038 5705 

182 17/07/2023 -38,787 0 5736,223 5736 

183 18/07/2023 -39,009 0 5767,408 5767 

184 19/07/2023 -39,231 0 5798,593 5799 

185 20/07/2023 -39,453 0 5829,778 5830 

186 21/07/2023 -39,676 0 5860,963 5861 

187 22/07/2023 -39,898 0 5892,148 5892 

188 23/07/2023 -40,120 0 5923,334 5923 

189 24/07/2023 -40,342 0 5954,519 5955 

190 25/07/2023 -40,565 0 5985,704 5986 

191 26/07/2023 -40,787 0 6016,889 6017 

192 27/07/2023 -41,009 0 6048,075 6048 

193 28/07/2023 -41,231 0 6079,260 6079 

194 29/07/2023 -41,453 0 6110,445 6110 

195 30/07/2023 -41,676 0 6141,631 6142 

196 31/07/2023 -41,898 0 6172,816 6173 

197 01/08/2023 -42,120 0 6204,002 6204 

198 02/08/2023 -42,342 0 6235,187 6235 

199 03/08/2023 -42,565 0 6266,373 6266 

200 04/08/2023 -42,787 0 6297,558 6298 

201 05/08/2023 -43,009 0 6328,744 6329 

202 06/08/2023 -43,231 0 6359,930 6360 

203 07/08/2023 -43,454 0 6391,115 6391 

204 08/08/2023 -43,676 0 6422,301 6422 

205 09/08/2023 -43,898 0 6453,487 6453 

206 10/08/2023 -44,120 0 6484,672 6485 

207 11/08/2023 -44,343 0 6515,858 6516 

208 12/08/2023 -44,565 0 6547,044 6547 

209 13/08/2023 -44,787 0 6578,230 6578 

210 14/08/2023 -45,009 0 6609,416 6609 

211 15/08/2023 -45,232 0 6640,601 6641 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

212 16/08/2023 -45,454 0 6671,787 6672 

213 17/08/2023 -45,676 0 6702,973 6703 

214 18/08/2023 -45,898 0 6734,159 6734 

215 19/08/2023 -46,121 0 6765,345 6765 

216 20/08/2023 -46,343 0 6796,531 6797 

217 21/08/2023 -46,565 0 6827,717 6828 

218 22/08/2023 -46,787 0 6858,903 6859 

219 23/08/2023 -47,009 0 6890,089 6890 

220 24/08/2023 -47,232 0 6921,275 6921 

221 25/08/2023 -47,454 0 6952,461 6952 

222 26/08/2023 -47,676 0 6983,648 6984 

223 27/08/2023 -47,898 0 7014,834 7015 

224 28/08/2023 -48,121 0 7046,020 7046 

225 29/08/2023 -48,343 0 7077,206 7077 

226 30/08/2023 -48,565 0 7108,392 7108 

227 31/08/2023 -48,787 0 7139,579 7140 

228 01/09/2023 -49,010 0 7170,765 7171 

229 02/09/2023 -49,232 0 7201,951 7202 

230 03/09/2023 -49,454 0 7233,137 7233 

231 04/09/2023 -49,676 0 7264,324 7264 

232 05/09/2023 -49,899 0 7295,510 7296 

233 06/09/2023 -50,121 0 7326,696 7327 

234 07/09/2023 -50,343 0 7357,883 7358 

235 08/09/2023 -50,565 0 7389,069 7389 

236 09/09/2023 -50,788 0 7420,256 7420 

237 10/09/2023 -51,010 0 7451,442 7451 

238 11/09/2023 -51,232 0 7482,628 7483 

239 12/09/2023 -51,454 0 7513,815 7514 

240 13/09/2023 -51,676 0 7545,001 7545 

241 14/09/2023 -51,899 0 7576,188 7576 

242 15/09/2023 -52,121 0 7607,374 7607 

243 16/09/2023 -52,343 0 7638,561 7639 

244 17/09/2023 -52,565 0 7669,747 7670 

245 18/09/2023 -52,788 0 7700,934 7701 

246 19/09/2023 -53,010 0 7732,121 7732 

247 20/09/2023 -53,232 0 7763,307 7763 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

248 21/09/2023 -53,454 0 7794,494 7794 

249 22/09/2023 -53,677 0 7825,680 7826 

250 23/09/2023 -53,899 0 7856,867 7857 

251 24/09/2023 -54,121 0 7888,054 7888 

252 25/09/2023 -54,343 0 7919,240 7919 

253 26/09/2023 -54,566 0 7950,427 7950 

254 27/09/2023 -54,788 0 7981,614 7982 

255 28/09/2023 -55,010 0 8012,800 8013 

256 29/09/2023 -55,232 0 8043,987 8044 

257 30/09/2023 -55,455 0 8075,174 8075 

258 01/10/2023 -55,677 0 8106,361 8106 

259 02/10/2023 -55,899 0 8137,547 8138 

260 03/10/2023 -56,121 0 8168,734 8169 

261 04/10/2023 -56,344 0 8199,921 8200 

262 05/10/2023 -56,566 0 8231,108 8231 

263 06/10/2023 -56,788 0 8262,295 8262 

264 07/10/2023 -57,010 0 8293,481 8293 

265 08/10/2023 -57,232 0 8324,668 8325 

266 09/10/2023 -57,455 0 8355,855 8356 

267 10/10/2023 -57,677 0 8387,042 8387 

268 11/10/2023 -57,899 0 8418,229 8418 

269 12/10/2023 -58,121 0 8449,416 8449 

270 13/10/2023 -58,344 0 8480,603 8481 

271 14/10/2023 -58,566 0 8511,790 8512 

272 15/10/2023 -58,788 0 8542,977 8543 

273 16/10/2023 -59,010 0 8574,163 8574 

274 17/10/2023 -59,233 0 8605,350 8605 

275 18/10/2023 -59,455 0 8636,537 8637 

276 19/10/2023 -59,677 0 8667,724 8668 

277 20/10/2023 -59,899 0 8698,911 8699 

278 21/10/2023 -60,122 0 8730,098 8730 

279 22/10/2023 -60,344 0 8761,285 8761 

280 23/10/2023 -60,566 0 8792,472 8792 

281 24/10/2023 -60,788 0 8823,659 8824 

282 25/10/2023 -61,011 0 8854,846 8855 

283 26/10/2023 -61,233 0 8886,034 8886 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

284 27/10/2023 -61,455 0 8917,221 8917 

285 28/10/2023 -61,677 0 8948,408 8948 

286 29/10/2023 -61,899 0 8979,595 8980 

287 30/10/2023 -62,122 0 9010,782 9011 

288 31/10/2023 -62,344 0 9041,969 9042 

289 01/11/2023 -62,566 0 9073,156 9073 

290 02/11/2023 -62,788 0 9104,343 9104 

291 03/11/2023 -63,011 0 9135,530 9136 

292 04/11/2023 -63,233 0 9166,717 9167 

293 05/11/2023 -63,455 0 9197,905 9198 

294 06/11/2023 -63,677 0 9229,092 9229 

295 07/11/2023 -63,900 0 9260,279 9260 

296 08/11/2023 -64,122 0 9291,466 9291 

297 09/11/2023 -64,344 0 9322,653 9323 

298 10/11/2023 -64,566 0 9353,841 9354 

299 11/11/2023 -64,789 0 9385,028 9385 

300 12/11/2023 -65,011 0 9416,215 9416 

301 13/11/2023 -65,233 0 9447,402 9447 

302 14/11/2023 -65,455 0 9478,589 9479 

303 15/11/2023 -65,678 0 9509,777 9510 

304 16/11/2023 -65,900 0 9540,964 9541 

305 17/11/2023 -66,122 0 9572,151 9572 

306 18/11/2023 -66,344 0 9603,339 9603 

307 19/11/2023 -66,567 0 9634,526 9635 

308 20/11/2023 -66,789 0 9665,713 9666 

309 21/11/2023 -67,011 0 9696,900 9697 

310 22/11/2023 -67,233 0 9728,088 9728 

311 23/11/2023 -67,455 0 9759,275 9759 

312 24/11/2023 -67,678 0 9790,462 9790 

313 25/11/2023 -67,900 0 9821,650 9822 

314 26/11/2023 -68,122 0 9852,837 9853 

315 27/11/2023 -68,344 0 9884,024 9884 

316 28/11/2023 -68,567 0 9915,212 9915 

317 29/11/2023 -68,789 0 9946,399 9946 

318 30/11/2023 -69,011 0 9977,586 9978 

319 01/12/2023 -69,233 0 10008,774 10009 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

320 02/12/2023 -69,456 0 10039,961 10040 

321 03/12/2023 -69,678 0 10071,149 10071 

322 04/12/2023 -69,900 0 10102,336 10102 

323 05/12/2023 -70,122 0 10133,523 10134 

324 06/12/2023 -70,345 0 10164,711 10165 

325 07/12/2023 -70,567 0 10195,898 10196 

326 08/12/2023 -70,789 0 10227,086 10227 

327 09/12/2023 -71,011 0 10258,273 10258 

328 10/12/2023 -71,234 0 10289,460 10289 

329 11/12/2023 -71,456 0 10320,648 10321 

330 12/12/2023 -71,678 0 10351,835 10352 

331 13/12/2023 -71,900 0 10383,023 10383 

332 14/12/2023 -72,122 0 10414,210 10414 

333 15/12/2023 -72,345 0 10445,398 10445 

334 16/12/2023 -72,567 0 10476,585 10477 

335 17/12/2023 -72,789 0 10507,773 10508 

336 18/12/2023 -73,011 0 10538,960 10539 

337 19/12/2023 -73,234 0 10570,148 10570 

338 20/12/2023 -73,456 0 10601,335 10601 

339 21/12/2023 -73,678 0 10632,523 10633 

340 22/12/2023 -73,900 0 10663,710 10664 

341 23/12/2023 -74,123 0 10694,898 10695 

342 24/12/2023 -74,345 0 10726,085 10726 

343 25/12/2023 -74,567 0 10757,273 10757 

344 26/12/2023 -74,789 0 10788,460 10788 

345 27/12/2023 -75,012 0 10819,648 10820 

346 28/12/2023 -75,234 0 10850,835 10851 

347 29/12/2023 -75,456 0 10882,023 10882 

348 30/12/2023 -75,678 0 10913,211 10913 

349 31/12/2023 -75,901 0 10944,398 10944 

350 01/01/2024 -76,123 0 10975,586 10976 

351 02/01/2024 -76,345 0 11006,773 11007 

352 03/01/2024 -76,567 0 11037,961 11038 

353 04/01/2024 -76,790 0 11069,148 11069 

354 05/01/2024 -77,012 0 11100,336 11100 

355 06/01/2024 -77,234 0 11131,524 11132 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

356 07/01/2024 -77,456 0 11162,711 11163 

357 08/01/2024 -77,678 0 11193,899 11194 

358 09/01/2024 -77,901 0 11225,086 11225 

359 10/01/2024 -78,123 0 11256,274 11256 

360 11/01/2024 -78,345 0 11287,462 11287 

361 12/01/2024 -78,567 0 11318,649 11319 

362 13/01/2024 -78,790 0 11349,837 11350 

363 14/01/2024 -79,012 0 11381,025 11381 

364 15/01/2024 -79,234 0 11412,212 11412 

365 16/01/2024 -79,456 0 11443,400 11443 
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Lampiran 5 

Hasil Peramalan (Forecasting) Terkait Penerapan Kebijakan 
Pelonggaran protokol Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 

Periode 17 Januari 2023 Hingga 15 Juli 2024 

No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

1 17/01/2023 2,843 3 23,060 23 

2 18/01/2023 2,787 3 23,426 23 

3 19/01/2023 2,732 3 23,824 24 

4 20/01/2023 2,676 3 24,253 24 

5 21/01/2023 2,621 3 24,709 25 

6 22/01/2023 2,565 3 25,193 25 

7 23/01/2023 2,510 3 25,701 26 

8 24/01/2023 2,454 2 26,231 26 

9 25/01/2023 2,399 2 26,783 27 

10 26/01/2023 2,343 2 27,355 27 

11 27/01/2023 2,288 2 27,945 28 

12 28/01/2023 2,232 2 28,551 29 

13 29/01/2023 2,177 2 29,174 29 

14 30/01/2023 2,121 2 29,811 30 

15 31/01/2023 2,065 2 30,461 30 

16 01/02/2023 2,010 2 31,123 31 

17 02/02/2023 1,954 2 31,798 32 

18 03/02/2023 1,899 2 32,483 32 

19 04/02/2023 1,843 2 33,178 33 

20 05/02/2023 1,788 2 33,882 34 

21 06/02/2023 1,732 2 34,595 35 

22 07/02/2023 1,677 2 35,315 35 

23 08/02/2023 1,621 2 36,044 36 

24 09/02/2023 1,566 2 36,779 37 

25 10/02/2023 1,510 2 37,521 38 

26 11/02/2023 1,454 1 38,269 38 

27 12/02/2023 1,399 1 39,022 39 

28 13/02/2023 1,343 1 39,781 40 

29 14/02/2023 1,288 1 40,546 41 

30 15/02/2023 1,232 1 41,314 41 

31 16/02/2023 1,177 1 42,087 42 

32 17/02/2023 1,121 1 42,865 43 

33 18/02/2023 1,066 1 43,646 44 

34 19/02/2023 1,010 1 44,431 44 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

35 20/02/2023 0,955 1 45,219 45 

36 21/02/2023 0,899 1 46,011 46 

37 22/02/2023 0,843 1 46,806 47 

38 23/02/2023 0,788 1 47,604 48 

39 24/02/2023 0,732 1 48,404 48 

40 25/02/2023 0,677 1 49,207 49 

41 26/02/2023 0,621 1 50,013 50 

42 27/02/2023 0,566 1 50,821 51 

43 28/02/2023 0,510 1 51,631 52 

44 01/03/2023 0,455 0 52,444 52 

45 02/03/2023 0,399 0 53,258 53 

46 03/03/2023 0,344 0 54,074 54 

47 04/03/2023 0,288 0 54,893 55 

48 05/03/2023 0,232 0 55,712 56 

49 06/03/2023 0,177 0 56,534 57 

50 07/03/2023 0,121 0 57,357 57 

51 08/03/2023 0,066 0 58,182 58 

52 09/03/2023 0,010 0 59,008 59 

53 10/03/2023 -0,045 0 59,836 60 

54 11/03/2023 -0,101 0 60,665 61 

55 12/03/2023 -0,156 0 61,495 61 

56 13/03/2023 -0,212 0 62,326 62 

57 14/03/2023 -0,267 0 63,159 63 

58 15/03/2023 -0,323 0 63,992 64 

59 16/03/2023 -0,379 0 64,827 65 

60 17/03/2023 -0,434 0 65,663 66 

61 18/03/2023 -0,490 0 66,500 66 

62 19/03/2023 -0,545 0 67,337 67 

63 20/03/2023 -0,601 0 68,176 68 

64 21/03/2023 -0,656 0 69,015 69 

65 22/03/2023 -0,712 0 69,856 70 

66 23/03/2023 -0,767 0 70,697 71 

67 24/03/2023 -0,823 0 71,539 72 

68 25/03/2023 -0,878 0 72,381 72 

69 26/03/2023 -0,934 0 73,225 73 

70 27/03/2023 -0,989 0 74,069 74 

71 28/03/2023 -1,045 0 74,913 75 

72 29/03/2023 -1,101 0 75,759 76 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

73 30/03/2023 -1,156 0 76,605 77 

74 31/03/2023 -1,212 0 77,452 77 

75 01/04/2023 -1,267 0 78,299 78 

76 02/04/2023 -1,323 0 79,147 79 

77 03/04/2023 -1,378 0 79,995 80 

78 04/04/2023 -1,434 0 80,844 81 

79 05/04/2023 -1,489 0 81,693 82 

80 06/04/2023 -1,545 0 82,543 83 

81 07/04/2023 -1,600 0 83,393 83 

82 08/04/2023 -1,656 0 84,244 84 

83 09/04/2023 -1,712 0 85,095 85 

84 10/04/2023 -1,767 0 85,947 86 

85 11/04/2023 -1,823 0 86,799 87 

86 12/04/2023 -1,878 0 87,652 88 

87 13/04/2023 -1,934 0 88,505 89 

88 14/04/2023 -1,989 0 89,358 89 

89 15/04/2023 -2,045 0 90,212 90 

90 16/04/2023 -2,100 0 91,066 91 

91 17/04/2023 -2,156 0 91,920 92 

92 18/04/2023 -2,211 0 92,775 93 

93 19/04/2023 -2,267 0 93,630 94 

94 20/04/2023 -2,323 0 94,485 94 

95 21/04/2023 -2,378 0 95,341 95 

96 22/04/2023 -2,434 0 96,197 96 

97 23/04/2023 -2,489 0 97,053 97 

98 24/04/2023 -2,545 0 97,910 98 

99 25/04/2023 -2,600 0 98,767 99 

100 26/04/2023 -2,656 0 99,624 100 

101 27/04/2023 -2,711 0 100,482 100 

102 28/04/2023 -2,767 0 101,339 101 

103 29/04/2023 -2,822 0 102,197 102 

104 30/04/2023 -2,878 0 103,055 103 

105 01/05/2023 -2,934 0 103,914 104 

106 02/05/2023 -2,989 0 104,772 105 

107 03/05/2023 -3,045 0 105,631 106 

108 04/05/2023 -3,100 0 106,490 106 

109 05/05/2023 -3,156 0 107,350 107 

110 06/05/2023 -3,211 0 108,209 108 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

111 07/05/2023 -3,267 0 109,069 109 

112 08/05/2023 -3,322 0 109,929 110 

113 09/05/2023 -3,378 0 110,789 111 

114 10/05/2023 -3,433 0 111,649 112 

115 11/05/2023 -3,489 0 112,510 113 

116 12/05/2023 -3,545 0 113,371 113 

117 13/05/2023 -3,600 0 114,231 114 

118 14/05/2023 -3,656 0 115,093 115 

119 15/05/2023 -3,711 0 115,954 116 

120 16/05/2023 -3,767 0 116,815 117 

121 17/05/2023 -3,822 0 117,677 118 

122 18/05/2023 -3,878 0 118,538 119 

123 19/05/2023 -3,933 0 119,400 119 

124 20/05/2023 -3,989 0 120,262 120 

125 21/05/2023 -4,044 0 121,124 121 

126 22/05/2023 -4,100 0 121,987 122 

127 23/05/2023 -4,155 0 122,849 123 

128 24/05/2023 -4,211 0 123,712 124 

129 25/05/2023 -4,267 0 124,575 125 

130 26/05/2023 -4,322 0 125,437 125 

131 27/05/2023 -4,378 0 126,300 126 

132 28/05/2023 -4,433 0 127,163 127 

133 29/05/2023 -4,489 0 128,027 128 

134 30/05/2023 -4,544 0 128,890 129 

135 31/05/2023 -4,600 0 129,754 130 

136 01/06/2023 -4,655 0 130,617 131 

137 02/06/2023 -4,711 0 131,481 131 

138 03/06/2023 -4,766 0 132,345 132 

139 04/06/2023 -4,822 0 133,209 133 

140 05/06/2023 -4,878 0 134,073 134 

141 06/06/2023 -4,933 0 134,937 135 

142 07/06/2023 -4,989 0 135,801 136 

143 08/06/2023 -5,044 0 136,666 137 

144 09/06/2023 -5,100 0 137,530 138 

145 10/06/2023 -5,155 0 138,395 138 

146 11/06/2023 -5,211 0 139,259 139 

147 12/06/2023 -5,266 0 140,124 140 

148 13/06/2023 -5,322 0 140,989 141 
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No. Periode 
Hasil Peramalan 

(Forecasting) 
Konversi 

Peramalan 
Upper  

Konversi 
Upper 

149 14/06/2023 -5,377 0 141,854 142 

150 15/06/2023 -5,433 0 142,719 143 

151 16/06/2023 -5,489 0 143,584 144 

152 17/06/2023 -5,544 0 144,449 144 

153 18/06/2023 -5,600 0 145,314 145 

154 19/06/2023 -5,655 0 146,180 146 

155 20/06/2023 -5,711 0 147,045 147 

156 21/06/2023 -5,766 0 147,911 148 

157 22/06/2023 -5,822 0 148,776 149 

158 23/06/2023 -5,877 0 149,642 150 

159 24/06/2023 -5,933 0 150,508 151 

160 25/06/2023 -5,988 0 151,374 151 

161 26/06/2023 -6,044 0 152,239 152 

162 27/06/2023 -6,100 0 153,105 153 

163 28/06/2023 -6,155 0 153,971 154 

164 29/06/2023 -6,211 0 154,838 155 

165 30/06/2023 -6,266 0 155,704 156 

166 01/07/2023 -6,322 0 156,570 157 

167 02/07/2023 -6,377 0 157,436 157 

168 03/07/2023 -6,433 0 158,303 158 

169 04/07/2023 -6,488 0 159,169 159 

170 05/07/2023 -6,544 0 160,036 160 

171 06/07/2023 -6,599 0 160,902 161 

172 07/07/2023 -6,655 0 161,769 162 

173 08/07/2023 -6,711 0 162,636 163 

174 09/07/2023 -6,766 0 163,502 164 

175 10/07/2023 -6,822 0 164,369 164 

176 11/07/2023 -6,877 0 165,236 165 

177 12/07/2023 -6,933 0 166,103 166 

178 13/07/2023 -6,988 0 166,970 167 

179 14/07/2023 -7,044 0 167,837 168 

180 15/07/2023 -7,099 0 168,704 169 
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Lampiran 6 

Matriks Analisis Hasil Wawancara 

 
PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 

Rekomendasi Kebijakan 1 
 PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 

Technical Feasibility (Kelayakan Teknis) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

SAB Harus tetap berjalan vaksinasi COVID. Terbukti kasus COVID menurun dengan kita vaksin. Vaksin 
sudah seluruhnya, sudah menyeluruh. Kami semua juga sudah divaksin disini. Vaksinasi sampai 
booster pertama. Pegawai baru juga diwajibkan untuk vaksin COVID-19. 

Vaksinasi COVID-19 sebagai rekomendasi kebijakan 
yang diusulkan memiliki luaran atau outcome yaitu 
tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity). 
Galaknya Vaksinasi COVID-19 mampu menurunkan 
risiko terinfeksi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Perlindungan dari vaksin COVID-19 dinilai efektif untuk 
mencapai tujuan dalam penelitian ini yaitu pengendalian 
kasus positif COVID-19. Artinya, rekomendasi kebijakan 
ini memenuhi kelayakan teknis. 

WAY Kalau BPBD itu memang menyarankan untuk finalisasi seluruh warga di Sulawesi Selatan itu 
bagaimana pencapaian vaksin sampai dengan 100%. Artinya, seluruh penduduk di Sulawesi Selatan 
itu telah di vaksin sampai dengan vaksin yang ketiga, sehingga pastilah kalau seluruhnya sudah 
divaksin itu bisa menciptakan, namanya kekebalan terhadap COVID itu untuk kelompok. Kan dari 
individu, dari individu itu akhirnya herd immunity (kekebalan kelompok) di Sulawesi Selatan. Itu yang 
pastinya yang bisa dilakukan. Jadi, kami mendorong dinas kesehatan bagaimana caranya 
memfinalisasi semua penduduk sampai dengan vaksin ketiga. Kalau saya sih berpendapat bahwa 
dengan vaksin ini memang mampu mengendalikan penularan COVID-19 karena dengan galaknya 
program vaksinasi. Ini terbukti dari yang dulunya sampai dengan dalam satu hari sampai ribuan kasus 
positif tapi karena gencarnya ini program vaksinasi jadinya sampai sekarang itukan sudah terkendali 
dan ini bisa dibuktikan di rumah sakit-rumah sakit yang mana tempat perawatan atau tempat karantina 
COVID di rumah sakit itu sudah saat ini memang betul-betul kurang bahkan kadang dalam satu hari itu 
tidak ada kasus COVID. Kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, jangankan di provinsi sulsel, 
inikan pemerintah pusat secara nasional inikan sudah terkendali semua. 

AY Vaksinasi COVID-19. Asal proses vaksinasinya dilaksanakan secara efektif ya, artinya target yang 
dipenuhi itu bisa tercapai, saya yakin masalah COVID ini bisa selesai karena sudah terbukti 
pengaruhnya terhadap kondisi sekarang. 

SH Vaksinasi COVID-19. Penyusunan kebijakan tentunya berdasarkan situasi dan rekomendasi situasi 
global, kebijakan nasional dan kearifan lokal. Permasalahan yang dihadapi juga dipertimbangkan 
dalam penyusunan alternatif kebijakan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi 
dalam upaya pencapaian program. Tentunya dinamika permasalahan akan selalu muncul dalam upaya 
pengendalian COVID-19, program selalu dilakukan pemantauan dan evaluasi sehingga hal tersebut 
dapat diantisipasi pada proses yang sedang berjalan atau yang akan datang. Tentunya dengan 
dilakukannya pelayanan vaksinasi, nah tentunya kan itu membuat masyarakat akan menimbulkan 
kekebalan antibody terhadap masyarakat, sehingga tentunya hal itu membuat kita ya individu-individu 
itu menjadi minimal dia kebal terhadap penyakit tersebut dari penularan virus tersebut ada yang 
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Rekomendasi Kebijakan 1 
 PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 

Technical Feasibility (Kelayakan Teknis) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

terkena mungkin itu tidak berdampak terlalu parah ya sehingga dan juga kita harapkan dengan adanya 
vaksinasi COVID yang bisa diakses oleh semakin banyak orang, nah kita harapkan memang adanya 
kekebalan kelompok yang timbul dari vaksinasi tersebut. Sehingga, tentunya yang kita harapkan 
adalah eh penularan ini semakin menurun. 

SD Masyarakat harus vaksinasi COVID. Kalau dari perhubungan untuk masyarakatnya ini toh, agar bisa 
menaati peraturan yang telah ditetapkan tentang pandemi khususnya melakukan vaksinasi agar tidak 
terjadi infeksi yang lebih besar lagi terhadap kita. Kalau menurut saya pribadi tidak keseluruhan karena 
kalau untuk keseluruhannya kan dari instansi-instansi terkait kan harus terlibat juga toh. Kalau 
perhubungan mungkin tidak maksimal kalau hanya kita karena harus ada dukungan dari dinas terkait 
lainnya kaya kesehatan seperti itu toh. Kalau dinas perhubungan hanya memfasilitasi eh transportasi, 
dukungan personil. 

RA Cakupan vaksin naik sangat tinggi ya cakupan kita ya kurang lebih 70% keatas sampai 80an dan ini 
masih perlu ditingkatkan. 

AI Untuk sementara kan vaksinasi saja yang kita lakukan. Itupun mungkin nanti akan dibatasi, tidak perlu 
lagi eh vaksinasi pada seluruh kelompok umur. Boleh jadi nanti adalah vaksinasi pada golongan yang 
rentan saja seperti orang tua. Karena yang kalau kita lihat kasusnya hanya sebagian besar berat pada 
orang tua maka targetnya bisa di spesifikan bahwa vaksinasi mungkin cukup pada orang tua. Jadi, 
untuk saat sekarang barangkali vaksinasi saja kecuali jika terjadi lonjakan kasus lagi. Itu pentingnya 
surveilans jadi untuk melihat ada tidaknya kasus, ada kasus maka berubah kebijakan. Ya kalau di 
anggap vaksinasi saja sudah cukup tidak perlu ada tindakan lain. 

 

Rekomendasi Kebijakan 1 
PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 

Economic and Financial Possibility 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

SAB Kemarin itu ada terkait belanja tidak terduga. Ada tiga, ada untuk penanganan kesehatan, ada juga 
terkait penanganan dampak ekonomi, ada juga terkait dengan social safety net atau jaring 
pengamanan sosial. Penanganan kesehatan ini, penganggaran alokasi belanja tidak terduga dalam 
rangka pengadaan vaksin. Sumber dananya dari APBD ji dek. 

Alokasi dana pengendalian COVID-19 bersumber dari 
Pusat melalui APBN sekitar Rp. 400 triliun yang 
diperuntukkan salah satunya untuk menyiapkan stok 
vaksin COVID-19 dan pelayanan penunjangan 
lainnya. Selain itu, didukung pula oleh Pemerintah 
Daerah melalui APBD yang ada di Dinas Kesehatan. 
Saat ini dana pengendalian COVID-19 yang dikelola 
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2023 adalah Rp. 65.560.185.527.  

WAY Pendanaan vaksinasi COVID itu ada di dinkes. Keuntungannya pastinya pengurangan biaya 
perawatan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit, berkurang biaya untuk tempat-tempat karantina. 

AY Kalau sumber dananya, pemerintah akan membiayai vaksinasi berarti APBN. Jadi, dominan itu APBN 
untuk stock vaksin itu sendiri dan biaya-biaya untuk menunjang vaksinasi. Baru didukung dengan 
APBD. Nah terakhir, baru mungkin ini donatur. Kalau kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) 
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Rekomendasi Kebijakan 1 
PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 

Economic and Financial Possibility 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

bilang sekitar 400 triliunan disiapkan. Mungkin didalamnya ada kaitan dengan masalah vaksin. Diharapkan dengan Vaksinasi COVID-19 kehidupan bisa 
berlangsung lagi secara normal, sehingga aktivitas 
ekonomi secara sosial pun juga bisa berlanjut lagi 
sebagaimana mestinya. 

SH Pelaksanaan kebijakan yang diambil tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. 
Beberapa waktu terakhir, dukungan pembiayaan COVID-19 sangat besar baik dari bantuan 
pusat/NGO maupun anggaran daerah, sehingga untuk ketersediaan anggaran sudah cukup 
membiayai kegiatan. Kalau khusus di dinas kesehatan provinsi sendiri itu yang ada berdasarkan 
laporan yang kami terima dari keuangan itu totalnya itu Rp. 65.560.185.527. Untuk kedepan, kasus 
sudah terkendali tetapi pembiayaan pengendalian pada masa transisi masih terus diadakan terutama 
dukungan vaksinasi COVID-19 dan surveilans (pemantauan kasus varian baru). Itu tadi yang kita 
harapkan bahwa kehidupan bisa berlangsung lagi secara normal secara baik. Kemudian aktivitas 
ekonomi secara sosial pun juga bisa berlanjut lagi dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. 

SD Sumber dana itu dari APBD. 

RA Pemerintah mengalokasikan budget yang betul-betul masif untuk penanganan COVID ini. 

AI Saya tidak tahu persis berapa anggaran bagaimana serta kecukupannya. Mungkin yang bisa 
menganalisis itu orang dinkes ya karena mereka yang membuat perencanaan. Kami satgas kemarin 
tidak masuk sampai ke dalam secara teknis. 

 

Rekomendasi Kebijakan 1 
PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 

Political Viability 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Acceptability 

SAB Bisa diterima dengan baik karena ada koordinasi antara BKAD dengan dinas kesehatan yang 
melibatkan juga dinas terkait lainnya. Katakanlah misalnya dinas sosial, dinas yang lain juga. 

Rekomendasi kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat 
diterima oleh aktor politik tercermin dari adanya 
kerjasama lintas sektoral dari pihak yang terlibat serta 
dapat diterima oleh aktor lainnya dalam masyarakat 
seperti LSM, organisasi kemanusiaan dan lain 
sebagainya. 

WAY Itu tidak ada kendala. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten 
beserta dengan instansi lintas sektoral, katakanlah TNI/Polri dan stakeholder terkait organisasi 
kemanusian dan lain sebagainya. Jadi, memang masih harus upaya atau effort pengendalian virus ini 
karena sekarang sampai saat ini masih berstatus darurat COVID-19. 

AY Justru selama inikan waktu ramai-ramai vaksinkan ada peran pemerintah, peran LSM atau organisasi 
lain. 

SH Secara garis besar alternatif kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat, terutama pada 
tokoh kunci seperti tokoh politik, ormas, dan lain-lain. 

SD Kami (Dishub) ketika ada surat masuk dari Pak Bupati nah itu dokternya ada sudah disiapkan untuk 
dikirim, misalnya ke sekolah, atau ke dinas, yang banyak menolak itu desa-desa. Dari pihak 
pemerintah daerah terkait ji juga dia berusaha menenangkan warganya. 



133 
 

 

Rekomendasi Kebijakan 1 
PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 

Political Viability 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

RA Ohiya, banyak aktor politik yang kehilangan orang-orang terdekatnya ya meninggal anaknya, istrinya, 
keluarganya karena COVID inikan menyangkut konsen publik ya. Semua peristiwa yang menyangkut 
konsen publik itu masuk ke arena politik masuk ke arena kebijakan sehingga, semua aktor politik 
sangat konsen terhadap pengendalian COVID. Saya masih ingat waktu saya presentasi di manunggal 
bagaimana itu awal-awalnya COVID sangat ganas sekali jadi saya memaparkan bahwa trennya 
COVID akan naik terus dan kita harus menyiapkan tempat isolasi tempat karantina, bed apa semua 
kita harus siapkan. Langsung anggota dewan setuju untuk menyiapkan sekian dana yang dibutuhkan 
jadi aktor politik sangat konsen terhadap pengendalian COVID dan saya sebagai konsultan epid waktu 
itu sangat menikmati situasinya. Artinya, ilmu yang saya punya saya miliki betul-betul saya manfaatkan 
pada pengendalian ini. 

AI Kebijakan vaksinasi COVID ini diambil oleh pemerintah sebagai solusi meningkatkan herd immunity 
dan diprioritaskan untuk dilaksanakan. 

Appropriateness 

SAB Awalnya banyak ditentang, vaksin COVID itu haram, kita vaksin jadi sakit. Tapi, sekarang sudah tidak 
terdengar lagi penolakan masif dari masyarakat. 

Rekomendasi kebijakan vaksinasi COVID-19 masih 
mendapat penolakan dari sebagian kecil individu atau 
kelompok kecil di dalam masyarakat. Padahal vaksin 
itu adalah kebutuhan masyarakat, sehingga 
pemerintah masih harus memberi pendidikan terhadap 
mereka yang menolak di vaksin COVID-19. 
 
 
 
 
 
 

WAY Sempat itu terjadi penolakan oleh karena ada hoax yang tersebar dari mulut ke mulut, pengalaman 
orang sudah vaksin diceritakan kepada keluarganya, temannya, tetangganya yang belum. vaksin itu 
membuat sakit. Orangkan cenderung percaya pada orang terdekatnya, padahal belum mengecek 
kebenaran informasinya. 

AY Tidak bertentangan. Nah gini, vaksin itukan kebutuhan masyarakat. Itukan hoax itu mengganggu. Nah 
di dinas kesehatan dan BNPB kan ada unit apa namanya humas. Ada melihat dari sisi perilaku 
masyarakat. Nah itu ada yang menangani. 

SH Penolakan terjadi pada individu dan kelompok kecil masyarakat terutama pada pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19. 

SD Bukan bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat, saya rasa hanya termakan yang di media sosial 
toh kaya hoax kalau di vaksin nanti dampaknya jadi mereka takut di vaksin. Itukan mereka bicara dari 
orang ke orang sehingga orang takut padahal tidak begitu kebenarannya. Terutama itu yang gencar di 
Instagram, whatsapp. Mereka berpedomannya disitu. 

RA Kemarin sempat ada penolakan dan keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID mengenai vaksin 
haram kemudian efek samping yang ditimbulkan kan begitu. Jadi, begini ada orang yang divaksin tidak 
kena COVID, ada orang yang divaksin kena COVID, ada orang tidak divaksin tidak kena COVID kan 
begitu hukum epidemiologinya ya, jadi tidak mutlak ada vaksin tidak COVID kan begitu karena terjadi 
penyakit sangat ditentukan oleh dosis paparannya artinya instensitas virusnya ganas sekali meskipun 
anda divaksin tapi virusnya lebih ganas daripada kemampuan vaksin menolak, nah itu. Yang kedua, 
anda tidak divaksin anda tidak kena COVID misalnya mengapa karena eksposur virus itu ke anda 
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kurang karena mungkin anda sangat disiplin protokol kesehatan mungkin maskernya atau tinggal saja 
di rumah meskipun tidak divaksin karena tidak ada kontak dari luar kan itu hukum penularannya ya 
harus ada kontak langsung, harus ada penderita, dan harus ada calon penderita. 

AI Yang kita kurang kemarin itu adalah dalam memberikan komunikasi public terkait dengan vaksin 
sehingga kadang muncul berita hoax tentang vaksinasi. Orang tidak mau di vaksin, macam-macam. Itu 
sebabnya di awal-awal coverage vaksinasi kan cukup rendah. Nanti setelah di edukasi sekian lama 
semua orang terlibat baru terjadi peningkatan coverage. 

Responsiveness 

SAB Iya. Untuk kebutuhan vaksin bisa dikatakan layak dari kuantitas. Seluruh informan menyatakan bahwa rekomendasi 
kebijakan vaksinasi COVID-19 akan memenuhi 
kebutuhan masyarakat agar terproteksi dari bahaya 
corona virus disease. Pemerintah berupaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan vaksin 
COVID-19 dari segi kuantitas, kualitas, aksesibilitas, 
pelayanan penunjang lainnya, serta dilakukan strategi 
komunikasi risiko (proses komunikasi yang 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu 
dan masyarakat terkait bahaya COVID-19 agar bisa 
mengantisipasi dan mengelola potensi risiko yang 
mungkin terjadi) dalam pengendalian COVID-19. 
Keberagaman jenis vaksin COVID-19 yang ada di 
Indonesia berdampak positif sebab memberi 
kemampuan yang saling menutupi kekurangan antara 
jenis vaksin COVID-19 yang berbeda, sehingga 
membentuk kekebalan kelompok yang semakin masif. 
Selain itu, pemberian vaksin COVID-19 juga dilakukan 
berjenjang pada kelompok prioritas dimulai dari tenaga 
kesehatan, kemudian kelompok pelayanan publik 
(public services), dilanjutkan pada masyarakat umum 
dengan kelompok usia tertentu yakni usia 18-59 tahun 
yang tidak memiliki penyakit komorbid. Setelahnya, 
pemberian vaksin COVID-19 baru diperuntukkan pada 
lansia usia >60 tahun dan vaksinasi COVID-19 pada 
anak dengan rentan usia 12-17 tahun. 

WAY Untuk pengadaan stok vaksin COVID diperkirakan berdasarkan jumlah penduduk Sulsel. Sehingga, 
secara logistic harusnya memenuhi kebutuhan warga. 

AY Memang salah satu ruang lingkup pengawasan itu memang pertama pengawasan program itu sendiri. 
Nah baru nanti dihitung macam-macam, dihitung sarana, dihitung anggaran, terutama didukung nakes. 
Jadi, kita menganalisis semua itu apakah nakes itu memadai dengan sekian banyaknya itu kita 
analisis. Terus bagaimana peralatannya cukup ngak vaksinnya yang dikirim, cukup ngak alat-alat 
suntiknya yang dikirim. Itu yang kita awasi semua. Kita lihat kecukupan anggarannya. Bagaimana 
biaya distribusinya tersedia ngak sampai ke puskesmas-puskesmas.  

SH Dalam upaya pengendalian COVID-19 alternatif kebijakan yang diambil diharapkan memenuhi 
kebutuhan masyarakat seperti jaminan ketersediaan vaksin. 

SD Iya, mobil vaksinasi ini itu yang ke daerah-daerah beroperasi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, 
mulai dari Luwu terus ke Bulukumba, kembali ke sini. 

RA Eh begini sebelum kita mengambil langkah kan harus selalu berbasis bukti atau fakta-fakta ya yang 
ada. Nah di forecasting kalau di epidemiologi itu kita biasa menggunakan yang pertama berapa 
kelompok rentannya, berapa cakupan vaksinnya, berapa lama hari rawatnya atau recoverynya 
kemudian populasi rentannya seperti itu. Itu biasa disebut dengan model kompartemen (SIR) ya ada di 
beberapa referensi Sustainable Infection R.  Nah situasi sekarang itu kita berada di ujung pandemik ya 
setelah melewati periode delta. Delta itu kemarin kan puncaknya untuk COVID-19 ini sekarang di 
Omicron terakhir ini. Eh berapa situasinya sekarang, angkanya kan kisarannya kan kurang lebih 10, 15 
ya. Itu berlaku setiap minggu seperti itu, tidak bisa memang serta merta kasusnya habisnya karena 
kasusnya ini ada yang impor ada yang datang begitu. Ini memang masuk dalam kategori komunikasi 
berisiko ya. Jadi, komunikasi berisiko itu pemerintah harus menyampaikan manfaatnya, risikonya, tidak 
lanjut penanganan risikonya harus dijelaskan secara terus menerus ya secara masif secara sistematis 
melalui berbagai saluran media karena semakin beragamnya vaksin kan memang membingungkan 
masyarakat tetapi eh masyarakat sudah mnyadari juga. Artinya, yang penting mereka dapatkan vaksin 
itu ya dan setelah ada yang mau moderna ada yang mau ini, apa saja yang tersedia di layanan itu 
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yang terbaik jadi, vaksin terbaik adalah vaksin yang dekat dapat diakses itu yang terbaik. Tidak perlu 
lagi pilih moderna atau apa karena ternyata mau sedikit efikasinya maupun yang tinggi sama-sama 
memberikan perlindungan. 

AI Iya, itu memang tantangan. Kita ingin memberikan jangkauan komunikasi yang luas dengan teknologi 
yang ada sekarang, itukan sangat memungkinkan dengan ada fasilitas internet orang bisa 
menyampaikan pesan lebih cepat. Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah yang mungkin terisolir juga 
ya kalau aksesinternet tidak ada, maka metode konvensional yang di pakai. Bagaimana penyuluh 
kesehatan bisa eh memberikan informasi ke pada publik, tokoh masyarakat di latih, tokoh agama, 
semua di latih untuk memberikan pemahaman. Pentingnya vaksinasi dan bagaimana vaksin bisa 
memberikan manfaat dalam rangka pencegahan dan pengendalian dari pandemi ini. 

Legal 

SAB Bisa dikatakan tidak bertentangan. Ada disini tertulis Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang 
percepatan penanganan virus corona disease di lingkungan pemerintah daerah. 

Seluruh informan menyatakan bahwa rekomendasi 
kebijakan vaksinasi COVID-19 tidak bertentangan 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku di NKRI. 

WAY Jadi, keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan corona virus disease 2019 atau 
COVID-19 sebagai bencana non alam nasional itu sampai saat ini belum dicabut oleh pemerintah, 
dalam hal ini presiden yang mana berarti bahwa sampai saat ini itu masih berstatus darurat untuk 
COVID-19. 

AY Tidak. Dasarnya memang pertama PP No. 60 Tahun 2008, ada PERPRES No. 192 Tahun 2014. Nanti 
dilanjutkan semacam MoU antara BPKP dengan Kementerian untuk melakukan pengawasan-
pengawasan tertentu. 

SH Ya. Betul Karena ada dasar aturannya. 

SD Tidak itu, ada aturan dari peraturan gubernur tentang penanganan COVID-19 tahun 2020. 

RA Kebijakan bertentangan dengan aturan dari pemerintah. 

AI Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

Equity 

SAB Vaksin COVID ini diberikan kepada masyarakat secara gratis. Dari masyarakat mi saja mau di vaksin 
atau tidak. 

Semua informan berpendapat bahwasanya 
rekomendasi kebijakan vaksinasi COVID-19 
mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam 
masyarakat. Hal ini tercermin dari layanan vaksin 
COVID-19 yang diberikan secara gratis bagi seluruh 
warga Indonesia dan didistribusikan pada fasilitas 
layanan kesehatan yang paling dekat dengan 
masyarakat, seperti di Puskesmas. 

WAY Pengendalian COVID dengan vaksin untuk melindungi warga, khususnya warga Sulsel. Kalau untuk 
kelompok yang rentan dari dulukan kita ketahui itu yang kelompok di 50 tahun ke atas, akan tetapi kan 
ada screening dulu, seperti itukan kalau mau divaksin orang, kalau memang warga itu bisa di vaksin 
maka divaksin, yang memang punya penyakit-penyakit tertentu jangan karena memang bisa juga 
berbahaya bagi penyakit yang dideritanya, malah bisa tambah parah. 

AY Stock vaksin masih diawasi, target vaksin juga masih ada, terus bagaimana pelaksanaannya masih 
kita lihat. Mungkin tahun berikutnya kalau sudah normal mungkin program ini akan tidak ada lagi. 

SH Nah betul. jadi, kami di tingkat Provinsi itu akan memastikan vaksin itu tetap tersedia. Kemudian 
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memastikan sampai pada tingkat kab, puskesmas, sampai di tingkat desa/kelurahan itu tidak 
mengalami kekurangan vaksin. Kemudian, adanya kendala-kendala misalnya terkait dengan tenaga, 
SDM, kemudian akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin itu bisa segera kami ketahui apa 
permasalahannya dan itu juga kami berupaya untuk bisa ehh mengatasi permasalahan tersebut.  

SD Ya, tentunya kita sudah berusaha ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan untuk menyediakan vaksin 
lebih dekat masyarakat. Itu yang kita lakukan. 

RA Iya jadi yang pertama ini imunisasi atau vaksinasi COVID dulu kan memang pada kelompok-kelompok 
yang sangat berisiko nakes, petugas publik kemudian lansia  kemudian terakhir ke anak-anak begitu 
ya, nah sekarang eh vaksinasi ini sudah seluruh golongan mendapatkannya gitu ya karena pemerintah 
memang luar biasa kan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menyiapkan sekian juta 
dosis dan lobby yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah mengalokasikan budget yang betul-
betul masif untuk penanganan COVID ini dan itu keuntungan yang kita miliki karena komitmen yang 
kuat dari pemerintah untuk menyiapkan vaksin. Negara-negara yang tidak menyiapkan vaksin masif itu 
memang selesai COVIDnya tapi lama begitu dan banyak korbannya. Jadi, kan sifatnya sekarang 
vaksin by request, jadi vaksin akan diberikan kepada yang meminta atau yang membutuhkan karena 
dia akan melakukan perjalanan yang berisiko seperti itu atau ada aktivitas yang mengisyaratkannya. 
Itu bisa ke kelompok berisiko bisa ke umum. 

AI Vaksin itu sebagai hak, bagaimana pemerintah menjamin masyarakat mendapatkan vaksin tidak ada 
tarif untuk semua masyarakat. 
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Authority 

SAB Untuk penanganan kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, badan penanggulangan 
bencana sama rumah sakit dek termasuk dinas sosial. 

Yang berwenang dalam mengimplementasikan 
kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah Pemerintah 
Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi 
sebagai unsur pelaksana dibantu oleh Pemda 
Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota masing-masing. Semua pihak harus 
terlibat baik itu OPD seperti Diskominfo, BPBD, dan 
lain-lain maupun APD seperti Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Agama dan yang lainnya pula. 

WAY Upaya-upaya penanganan virus ini itu ada di dinas kesehatan maupun teknis pengendalian katakanlah 
untuk vaksinasi COVID itu juga dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Jadi, memang leading sector yang 
paling penting untuk operasional pengendalian COVID ini memang di dinas kesehatan. Kami Cuma 
membantu support administrasi.   

AY Kami BPKP ini tidak turun sendiri. Artinya kami berkoordinasi dengan APIP (Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintah) itu inspektorat kabupaten/kota dan provinsi. Jadi kami Bersama mereka. Jadi 
kami turun di beberapa kota/provinsi, mereka akan turun di masing-masing dinas kesehatan 
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kabupaten/kota untuk cek stock, cek bagaimana proses penghapusannya, cek bagaimana proses 
distribusinya. Mereka juga akan ngecek ke puskesmas berapa yang mereka terima. Dipantau melalui 
aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). 

SH Pasti dek. Jadi, betul-betul  untuk eh timbulnya pandemi COVID ini betul-betul memberikan 
pembelajaran kepada kita semua bahwa bidang kesehatan tidak bisa berdiri secara sendiri, betul-betul 
semua harus bergerak bukan hanya dinas kesehatan tetapi juga TNI/Polri, OPD-OPD yang lain seperti 
Kominfo, Badan Penanggulangan Bencana, kemudian dinas Pendidikan, eh apalagi ya semua APD, 
kementerian kesehatan, kementerian agama harus bergerak supaya kita bisa betul-betul bisa 
mengendalikan penanggulangan terhadap pandemi COVID ini, khususnya di Sulawesi Selatan. 

SD Kita (Dishub) dengan instansi terkait kaya dinas kesehatan, penangulangan bencana, PMI, badan 
SAR, TNI/Polri. 

RA Jadi, yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi COVID adalah Pemerintah 
Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi sebagai unsur pelaksana dibantu oleh Pemda 
Kabupaten/Kota. 

AI Semua pihak harus terlibat. Dinas kesehatan harus bekerjasama dengan institusi lain dan semua 
pihak termasuk tokoh agama, atau tokoh masyarakat. 

Institutional commitment 

SAB Kita Bersama-sama antara pusat dan daerah mengikuti vaksin COVID. Bentuk komitmennya BKAD, 
saya kira bukan BKAD saja tapi semua OPD lain itu harus vaksin. Kalau tidak di vaksin tidak 
dibayarkan TPPnya.  

Ada komitmen dari administrator level atas dalam hal 
ini pemerintah pusat sampai ke level di bawahnya 
yaitu pemerintah daerah. Kebijakan pengendalian 
COVID-19 berpedoman pada keputusan WHO. 
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Daerah 
mengeluarkan sanksi bagi SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan melalui 
surat edaran bahwa bagi SKPD beserta keluarganya 
yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19 sampai 
booster pertama, maka tidak dibayarkan TPP 
(Tambahan Perbaikan Penghasilan), kecuali bagi yang 
memiliki penyakit komorbid. 

WAY Kalau untuk program vaksinkan kan programnya pemerintah pusat tentunya mengikuti arahan WHO. 
Jadi kalau terkait dengan program vaksin sumber pendanaannya itu dari pemerintah pusat biasanya 
dalam bentuk vaksin yang dikirim ke dinas kesehatan. Jadi, programnya dijalankan dari level atas 
sampai di level bawah. 

AY Menurut saya ada komitmen. Jadi, ini terlihat dari kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan 
pencegahan. Dimulai dari memang membangun semacam satgas memberikan tanggap bencana non 
alam waktu itu. Kemudian dilakukan langkah-langkah untuk melakukan antisipasi: pertama, dengan 
membuat satgas. Kedua, mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penanganan COVID ini. Kemudian 
langkah-langkah berikutnya menyediakan sarana penunjang. 

SH Kalau berupa sanksi, saya contohkan saja ya, kemarin yang sempat dikeluarkan surat keputusan dari 
gubernur itu berupa surat edaran bahwa semua PNS itu harus melakukan booster untuk bisa 
mendapatkan tunjangan penghasilan. Hingga kita masih berlaku di internal dinas kesehatan dan itu 
juga bukan hanya dinas kesehatan tetapi semua OPD semua apa namanya semua lingkup pemerintah 
SKPD yang ada dibawahi gubernur provinsi Sulawesi Selatan. 

SD Kami di lingkungan (Dishub) selalu siap jika dibutuhkan untuk memfasilitasi dalam upaya mencegah 
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COVID. 

RA Program vaksinasi COVID ini adalah salah satu program pemerintah dalam upaya pengendalian 
pandemi. Pemerintah telah berkomitmen menyediakan vaksin COVID. Nah, di awal-awal itu konsen 
pemerintah dalam suplay vaksin COVID. Vaksin ini jadi vaksinasi nasional sebagai bentuk 
komitmennya pemerintah melayani seluruh masyarakat, maka dikirim stok vaksin ke pemerintah 
daerah dan diupayakan terdistribusi dan vaksin tetap tersedia layanannya di puskesmas atau di 
layanan kesehatan lainnya ya. 

AI Iya, karena kasusnya sudah sangat rendah jadi koordinasi juga sudah tidak terlalu banyak paling lewat 
telfon. Tidak ada lagi seintens dulu. Rapat dulu sampai setiap mingguberapa malam kita harus ketemu 
bahas situasi bagaimana sekolah bagaimana vaksinasi, kadang dia (rapat) akan menjadi bagian rutin. 
Mungkin diskusi saja biasa kita lakukan misalnya bagaimana meningkatkan coverage vaksinasi 
khususnya pada orang tua, apa yang harus dilakukan, bagaimana kerjasama dengan OPD lain karena 
vaksinasi itu mesti bekerja sama dengan institusi lain semua orang harus terlibat, bagaimana caranya 
supaya cakupannya tinggi. Bekerja sama dengan tokoh agama, bekerja sama dengan tokoh 
masyarakat. Nah disini saya kira keterlibatan OPD lain di dalam mendukung peningkatan cakupan 
vaksinasi. Bukan lagi seperti dulu turun semua untuk melakukan pembagian sembako, penjagaan 
pemakanan, atau Work From Home, begitu. 

Capability 

SAB Bisa dikatakan mampu. Kan ada SOPnya kalau mau pengadaan vaksin.  Dari konteks kemampuan SDM dan konteks finansial, 
Dinas Kesehatan sebagai unit pelaksana teknis dan 
SDMK yang mengambil peran dinilai mampu 
mengimplementasikan vaksinasi COVID-19 di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

WAY Ini menjadi program dinas kesehatan dan sudah tentu apa prosedur atau SOP untuk melaksanakan 
itu. Mungkin lebih detail bagaimana SOP untuk vaksinasi itu di dinas kesehatan. Vaksinator pastilah 
dari tenaga kesehatan yang memang paham bagaimana caranya atau profesional ataukah memiliki 
SDM yang memang mengetahui secara detail bagaimana memvaksinasi masyarakat, seperti itu. 

AY Kita (BPKP) pantau. Jadi, 5T, Tepat sasaran, Tepat jumlahnya, Tepat waktunya, Tepat 
administrasinya, Tepat kualitasnya. Jadi, 5T itu yang menjadi perhatian. Tetap sasaran itu dulukan 
nakes dulu, berarti benar. Tepat jumlahnya, dosis penyuntikan kepada pasien sesuai dengan 
ketentuan. Tepat kualitas berarti vaksin dalam posisi tidak kedaluawarsa. Tepat administrasi berarti 
tepat pencatatan. Berapa yang masuk, berapa yang keluar (vaksin yang digunakan). Tepat waktu, 
target. Atau jarak antara dosis 1 ke dosis 2 sudah sesuai. 

SH Termasuk dalam SDM, kita di provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk mempersiapkan tenaga-
tenaga yang bisa melakukan vaksinasi, tentunya melakukan eh pelatihan-pelatihan kepada vaksinator. 
Pelatihan vaksinator terkait dengan bagaimana penyuntikan. Tentunya yang harus kita sampaikan dulu 
adalah informasi dasar mengenai apa COVID itu, bagaimana penularannya, kemudian bagaimana 
pemberian vaksin kepada masyarakat, kemudian jenis-jenis vaksin apa yang bisa. Kemudian, 
informasi yang terpenting misalnya bagaimana kondisi orang-orang yang bisa mendapatkan vaksin, 
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kemudian dosisnya setiap orang mendapatkan vaksin, jaraknya seperti itu. 

SD Tentunya, itukan jelas aturannya/SOPnya, dokter kalau masuk suntik (vaksin) kan ditanya dulu apa 
riwayat penyakit, tidak langsung (menyuntik). Ditensi dulu. 

RA Tahapan vaksin tentunya sesuai dengan studi kelayakan seperti sumber daya manusia yang terlibat. 

AI Pasti ada pertimbangan tertentu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi. Secara dari kualitas vaksin 
didukung oleh tenaga SDM yang bagus, ada tenaga vaksinator yang disiapkan. 

Organizational support 

SAB BKAD menyediakan poli kantor gubernur tetapi ada beberapa teman (vaksinasi) di rumah sakit sayang 
rakyat tergantung toh mereka mau dimana. Kita kemarin tidak seragam ki vaksinasinya. Bisa dikatakan 
tersedia dukungan fasilitas. 

Tersedia dukungan peralatan berupa stok vaksin 
COVID-19 yang bervariasi, alat-alat suntik, alat 
penyimpanan vaksin (cool storage), serta kendaraan 
untuk distribusi vaksin COVID-19. Kemudian 
penunjang lainnya adalah dukungan dalam hal 
ketenagaan dari semua pihak dalam hal penyiapan 
logistik dan mengkomunikasikan pentingnya 
partisipasi masyarakat terkait vaksinasi COVID-19. 

WAY Kalau dari segi logistik itu kalau untuk sekarang pengendaliannya itukan kebijakan dari pemerintah 
pusat memang diatensikan atau difokuskan untuk optimalisasi vaksin. Jadi, di logistik pun itu di dinas 
kesehatan. Karena logistik vaksinasi. Kan kalau kita disinikan (BPBD) kita tidak tahu bagaimana cara 
menyimpan vaksin, apa seperti itu. Jadi, logistik untuk pengendalian itu berupa vaksinasi atau obat-
obatan itu ada di dinkes juga. 

AY Kalau secara umum sudah memenuhi dari segi vaksin, alat-alat suntik, dan nakes juga memadai. Jadi, 
yang paling seru terakhir itukan alat untuk penyimpanan vaksin. Kan kita nanti cek ke dinas kesehatan, 
dia ada cool storage. Itukan (vaksin) dikirim dari Jakarta masuk ke Provinsi disimpan. Itu nanti dikirim 
masing-masing kabupaten/kota. Nah, salah satu panduan kami apakah vaksin itu disimpan dengan 
suhu standar yang ditetapkan. Itu kita cek itu. Dan kebutuhan jumlah vaksinnya, alat penyimpanan, 
terakhir distribusinya. Distribusinya itu dibantu oleh Pemda APBD. 

SH Fasilitas fisik ya misalnya dari vaksinnya sendiri, kemudian untuk menjaga yaa menjaga kualitas 
vaksinnya itu tentunya dengan menyediakan apa namanya rantai vaksin yang baik, rantai vaksin yang 
berkualitas. Kemudian logistik-logistik penunjang vaksin seperti itu sih. 

SD Kendaraan yang ada di kita seperti bus dan ada kendaraan operasional yang kecil lagi kita 
maksimalkan untuk penggunaan mendukung kegiatan satgas seperti mobil vaksinasi COVID itu kita 
ada. Selain itu, dukungan personil. Kita juga apa menginfokan sosialisasi begitu kepada masyakat 
agar mau vaksin. 

RA Pemerintah menyediakan jutaan dosis vaksin COVID. Keragaman vaksin itu ternyata memberikan 
dampak yang sangat bagus di Indonesia ya. Dengan keragaman vaksin, ada lebih 5 jenis vaksin yang 
beredar Sinovac, apa semua moderna itu, eh memberi kemampuan yang saling menutupi sehingga 
terbentuk kekebalan yang semakin masif ya itu sebenarnya disebut kekebalan kelompok. Beda 
misalnya di China, mengapa masih ada berapa kota masih di lockdown karena kebijakannya tidak mau 
menerima vaksin dari luar. Dia hanya mengandalkan vaksinnya. Padahal efikasi vaksinya kan hanya 
65% saja. Sementara kitakan ada yang 90%, ada yang rendah begitu ya, rentannya bervariasi dan itu 
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saling menutupi dan menariknya meskipun seseorang itu belum di vaksin ternyata juga sudah 
terbentuk juga antibody dalam tubuhnya. Artinya, mereka sudah terpapar dari tetangganya, dari 
temannya, dan kerabatnya sehingga mereka menjadi lebih kebal. 

AI Ya, jelas itu karena ini kan eh walaupun vaksinasi itu kita sudah tahu efikasinya. Ketika disampaikan 
ke masyarakat, ini akan diberikan untuk masyarakat mesti di dukung oleh logistik yang bagus, di 
dukung oleh tenaga yang bagus, di dukung oleh kemampuan komunikasi yang bagus untuk 
menyampaikan ke masyarakat karena kalau vaksinnya tidak sampai ke daerah bagaimana?, 
vaksinnya ke daerah orang tidak mau bagaimana?, tidak cukup tenaga bagaimana?. Kemarin 
keterlibatan semua pihak itukan dalam hal penyiapan logistik, SDM, polisi, tantara turun melakukan 
vaksinasi. Itukan supporting dalam hal ketenagaan. Supporting dalam hal logistic semua turun. 
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AR Himbauan secara internal dan bermitra dengan kesbangpol kabupaten/kota melalui rapat-rapat kita 
memberikan himbauan supaya di kabupaten/kota juga ikut memberikan himbauan kepada masyarakat 
supaya hindari berkerumun, jaga jarak, keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Itu sudah 
terbukti berkontribusi besar dalam penanganan COVID ini, namun untuk mengatasi COVID secara 
keseluruhan sepertinya perlu kebijakan lain juga, misalnya vaksinasi COVID utamanya pada lansia. 

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah 
penegakan protokol kesehatan karena terbukti telah 
berkontribusi besar dalam pengendalian kasus positif 
COVID-19, sehingga rekomendasi kebijakan 
penegakan protokol kesehatan memenuhi kelayakan 
teknis. Protokol kesehatan 5M antara lain: mencuci 
tangan; memakai masker, menjaga jarak, menjauhi 
kerumunan (utamanya jika ada tanda munculnya 
gejala COVID-19); mengurangi mobilitas. Masyarakat 
harus menjaga diri dengan protokol kesehatan 
utamanya di area berisiko, dalam hal ini yakni public 
space. 

IS Kebijakan COVID-19 mungkin untuk saat ini pintu masuk ke negara kita tidak ditutup ya tetapi 
pemeriksaannya yang diperketat. Pintu masuk orang-orang dari luar itu perlu kita waspadai terutama 
untuk mengantisipasi virus baru ini varian baru ini. Ini kita sudah bisa hidup normal artinya mungkin 
bukan secara menyeluruh tetapi melalui upaya semaksimal mungkin. 

AMA Dengan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan itu harus terus berjalan. Kalau berbicara 
internal kami, ya Alhamdulillah itu sangat efektif karena terbukti bahwa tidak ada ji yang dari kami 
timbul apa namanya penularan COVID di internal kami tidak ada ji yang signifikan, tertular karena dari 
luar (perjalanan dinas) karena kami sangat menjaga protokol kesehatan. Kantor rutin disinfektan.  

SH Penegakan Protokol Kesehatan. Pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya dilakukan secara pentahelix 
serta pelibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. Berdasarkan gambaran kasus 
saat ini, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah telah berhasil mencapai tujuan program yakni 
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mengendalikan kasus COVID-19. Harapannya kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulsel akan mencapai tujuan program yang ditetapkan yakni menurunkan dan mengendalikan 
penularan COVID-19. 

HN Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 agar masyarakat tetap waspada terhadap COVID-19 karena 
COVID-19 masih nyata ada. Untuk apa ya untuk menyadarkan masyarakat pola hidup 5M, ya seperti 
itu. Itu sosialisasi-sosialisasi yang kami lakukan untuk menurunkan atau melandaikan COVID-19 di 
Sulawesi Selatan. 

RA Tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya.  Masyarakat harus menyadari apakah dia berada di area 
berisiko. Area berisiko itukan public space yang ramai, kerumunan, krodit, padat ya, apakah di mall, di 
pasar, atau di pesawat seperti itu apa di bandara terminal misalnya mau lebaran ini, maka wilayah 
yang sangat berisikonya itukan bandara, perjalanan di bus atau di transportasi seperti itu. Jadi, yang 
pertama tadi yang harus dilakukan tetap menjaga protokol kesehatan dengan meningkatkan 
kesadaran diri masing-masing orang. Yang kedua, syarat perjalanan kan sekarang masih vaksin, 
sertifikat vaksin booster 1 meskipun sudah ada juga yang mensyaratkan booster 2 tetapi sekarang 
lebih banyak yang penting sudah vaksin booster 1nya. Saya pikir itu masih tetap relevan untuk saat ini. 
Yang ketiga, kita berada di sebuah kenormalan baru. Kenormalan baru itu kita sudah terbiasa 
menggunakan masker jadi kebiasaan ini kan kebiasaan yang bagus karena bukan hanya mencegah 
COVID ya tapi harus seluruh penyakit infeksi menular melalui saluran nafas itu incidencenya menurun 
karena eh penggunaan masker yang masif katakanlah TB, pneumonia, itu kasusnya cenderung 
menurun semua karena terjadi penurunan mata rantai secara tidak langsung dengan meningkatnya 
penggunaan masker. Yang keempat, kita sudah terbiasa mencuci tangan ya. Di teori penyakit 
menular, semakin sering kita mencuci tangan 65% mata rantai penularan itu dapat di putus. Jadi, ini 
perlu tetap dijaga gitu ya. Jangan berhentinya COVID kemudian kita tidak mencuci tangan lagi 
sebelum atau sesudah beraktivitas. Itu yang sangat penting. Kemudian social distancing ya tetap kita 
aware menjaga jarak, banyak keuntungannya menjaga jarak bagi seorang muslim misalnya muhrim 
tidak muhrim itukan sangat bagus itu ya. Dan itu secara otomatis juga menghindari penularan 
langsung ya. 
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AR Jadi, waktu itu anggaran itu habis di refocusing untuk penanganan COVID. Nah kalau berbicara 
anggaran itu ada dinas kesehatan karena uangnya ada disana. 

Dana pengendalian COVID-19 yang dikelola Dinas 
Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp. 65.560.185.527. 
sumber pendanaan tersebut bisa dari APBN dan 
APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk COVID-19 
termasuk dalam pendanaan Bencana Tidak Terduga 
(BTT). Artinya, pengeluaran yang terjadi di luar 

IS Jadi, disini itu berbicara terkait program dan kegiatan dan itu sudah diatur secara berjenjang dari 
pusat. Penganggarannya itu bisa dari APBD atau dari pusat APBN. APBD juga itu bukan hanya terkait 
dengan program atau kegiatan yang ada, ada namanya bantuan tidak terduga BTT namanya. Itu 
terkait dengan ini kebencanaan terkait juga penanganan COVID-19 tapi itu aturannya tergantung juga 
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dari pusat, maunya berapa persen yang dianggarkan untuk inikan COVID. Pada awal-awal COVID 
begitu ada aturannya dari pusat berapa yang dialihkan untuk penanganan COVID, refocusing 
anggaran namanya. 

anggaran yang telah disiapkan sebelumnya. 
Keuntungan yang diperoleh dengan penegakan 
protokol kesehatan ialah kasus yang terkendali 
diharapkan meningkatkan produktivitas masyarakat. 
Untuk pembiayaan kesehatan, fokus penganggaran 
COVID-19 sudah dapat ditekan dan dialihkan pada 
upaya kesehatan esensial lainnya. 

AMA Dari APBD Provinsi tetapi tidak melekat di PMD. Itu dari dinas kesehatan. 

SH Untuk sumber dana itu Alhamdulillah kita dapat banyak dapat support yaa, khususnya kan tentunya 
kan dari pemerintah pusat sendiri melalui dana APBN. Kemudian dari pemerindah daerah juga sendiri 
menyediakan dana untuk itu dan kami juga mendapatkan dukungan dana dari mitra-mitra 
pembangunan kesehatan yaa dari NGO seperti IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) 
kemudian ada dari Unicef. Nah itu semua mendukung terkait eh peningkatan untuk SDMnya, 
kemudian operasionalnya, seperti itu. […] Kalau khusus di dinas kesehatan provinsi sendiri itu yang 
ada berdasarkan laporan yang kami terima dari keuangan itu totalnya itu Rp. 65.560.185.527. […] 
Kasus yang terkendali diharapkan meningkatkan produktivitas masyarakat karena tidak adanya lagi 
pembatasan aktivitas. Untuk pembiayaan kesehatan, fokus penganggaran COVID-19 sudah dapat 
ditekan dan dialihkan pada upaya kesehatan esensial lainnya. 

HN Kalau untuk penanganan COVID ada itu di tahun 2020 kita anggarkan untuk jaring pengamanan 
sosial. Kemudian untuk berikutnya sudah agak landai seperti itu tadi hasil yang diteliti ya, jadi tidak ada 
lagi penganggaran untuk itu. 

RA Secara teknis itu ada di dinas kesehatan. 
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Acceptability 

AR Terkait masalah itu, koordinatornya itu satgas. Bagaimana satgas di awal-awal melakukan pertemuan 
dan membentuk posko di manunggal ya untuk koordinasi semua yang aktor politik dilibatkan. 

Semua informan sependapat bahwa rekomendasi 
kebijakan penegakan protokol kesehatan dapat 
diterima oleh semua aktor politik. Ini terlihat dari 
keterlibatan semua Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan aparat lainnya. 
Hal ini dapat diterima dengan baik karena menyangkut 
konsen publik dan semua peristiwa yang menyangkut 
konsen publik itu masuk ke arena politik atau arena 
kebijakan, sehingga semua aktor politik sangat konsen 
atau memusatkan perhatian untuk melaksanakan 
protokol kesehatan. 

IS Bisa diterima dan kemudian melalui koordinasi dengan OPD-OPD lain. 

AMA Saya melihat kondisisnya memang sekarang pemerintah gerak cepat ini menangani ini. Sulsel saja 
gerak cepatnya pemerintah dalam hal ini pak gubernur dalam kebijakan-kebijakannya terkait 
penanggulangan COVID itu mulai memerintahkan semua aparatnya dan OPD bagaimana penanganan 
sesuai dengan aturan standar baku dari kementerian kesehatan 

SH Secara garis besar alternatif kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat, terutama pada 
tokoh kunci seperti tokoh politik, ormas, dan lain-lain. 

HN Kalau untuk di dinas sosial dapat diterima baik di provinsi maupun kabupaten/kota. 

RA Ohiya, banyak aktor politik yang kehilangan orang-orang terdekatnya ya meninggal anaknya, istrinya, 
keluarganya karena COVID inikan menyangkut konsen publik ya. Semua peristiwa yang menyangkut 
konsen publik itu masuk ke arena politik masuk ke arena kebijakan sehingga, semua aktor politik 
sangat konsen terhadap pengendalian COVID. Saya masih ingat waktu saya presentasi di manunggal 



143 
 

 

Rekomendasi Kebijakan 2 
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN 

Political Viability 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

bagaimana itu awal-awalnya COVID sangat ganas sekali jadi saya memaparkan bahwa trennya 
COVID akan naik terus dan kita harus menyiapkan tempat isolasi tempat karantina, bed apa semua 
kita harus siapkan. Langsung anggota dewan setuju untuk menyiapkan sekian dana yang dibutuhkan 
jadi aktor politik sangat konsen terhadap pengendalian COVID dan saya sebagai konsultan epid waktu 
itu sangat menikmati situasinya. Artinya, ilmu yang saya punya saya miliki betul-betul saya manfaatkan 
pada pengendalian ini. 

Appropriateness 

AR Itukan kemarin kontroversial tidak boleh shalat di masjid, tetapi itu ada surat edaran dari Kementerian 
Agama itu kita combine dan sudah tidak berlaku lagi sekarang, jadi tidak ada lagi masalah. 

Di awal pemberlakuan protokol kesehatan muncul 
sejumlah pertentangan dari masyarakat. Untuk saat 
ini, kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi 
COVID-19 mulai diragukan, sehingga masyarakat 
mulai abai dalam menjaga atau menaati protokol 
kesehatan.  

IS Itu tidak bertentangan. Tidak seperti jaga jarak sholat yang cukup kontroversial di awal penerapannya. 

AMA Masyarakat sekarang cenderung cuek terhadap protokol kesehatan. Padahal COVID masih belum 
sepenuhnya dinyatakan tidak ada. Itu yang belum terlalu dipahami masyarakat. Jangankan 
masyarakat, kita saja aparat sejak terbukanya ini PPKM malah cuek mi dengan isu omicron itu. 
Padahal kaya saya ini agak serak harusnya saya periksa toh. Jangan sampai omicron. Kalau dipikir 
karena terlalu terbuka mi PPKM, masyarakat juga saya sudah vaksin dia lewati mi isu, memang kita ini 
harus waspada jangan sampai ini lebih mematikan daripada yang kemarin atau penyebarannya lebih 
cepat apalagi di lingkungan keluarga. 

SH Tentunya alternatif kebijakan yang ada sudah sesuai dengan nilai yang dianut dalam masyarakat 
termasuk dalam nilai keagamaan, sehingga kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 

HN Tidak merusakan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. 

RA Kalau untuk protokol kesehatan tidak seperti vaksin yang mendapatkan penolakan. 

Responsiveness 

AR […] Yang meninggal-meninggal inikan yang pertama, sudah ada standar WHOnya (pengurusan 
jenazahnya). Yang kedua, ini orang yang meninggal karena COVID orang takut masuk ke perkuburan 
umum (jenazah penderita COVID-19) ditolak. Jadi, kita rapat dengan Forkopimda namanya (Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah). Ternyata waktu itu disarankan bahwa di Pemprov ini punya tanah. […] 
Sebenarnya peruntukkannya itu untuk PNS Pemprov yang meninggal dia dikuburkan disana. Tetapi, 
ternyata di perjalan ada COVID. Pokoknya orang bingung ini karena mayat ini dioper-oper ini. Ada di 
Sudiang itu tidak diterima, masyarakat disana menolak. Jadi, kita punya ide tanah Pemprov itu 
bagaimanalah kalau kita masukan disana (jenazah COVID-19). Jadi, semua yang meninggal karena 
COVID itu dimasukanlah disitu walaupun dia bukan asli Makassar (termasuk pasien COVID rujukan 
dari daerah). Pokoknya dia meninggal karena COVID dia tetap harus menggunakan protokol COVID 
dimasukan disana. Disana pun awalnya ditolak oleh masyarakat sekitar. Jadi, waktu itu dikerahkanlah 
itu Dandim, Kapolres karena sempat dihalau itu disana. Tetapi, itu tadi pemerintah itu bahwa ini dia 
dikebumikan itu dengan menggunakan protokol COVID dan pemerintah menjamin bahwa tidak akan 

Dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan 
mensosialisaikan pentingnya protokol kesehatan 
merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan agar 
masyarakat terhindar dari paparan COVID-19. Jika 
ada pasien meninggal disebabkan oleh terinfeksi 
COVID-19 juga masih harus pemakaman dengan 
protokol COVID-19.  
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menularkan sekitar […] 

IS Sebelum-sebelumnya jika ada yang terbukti bergejala itu kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 
oleh kesehatan bandara dan pemberlakuan karantina bagi orang yang datang dari luar negeri, itu 
sampai 14 hari. Saya kira begitu dek. 

AMA Semua masyarakat sampai ke desa semua diupayakan mendapatkan info-info prokes COVID.  

SH Dalam upaya pengendalian COVID-19 alternatif kebijakan yang diambil diharapkan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 

HN Untuk tugas di Dinas sosial provinsi Sulawesi Selatan, dari kewenangan yang diberikan atau tanggung 
jawab yang diberikan adalah menjaga stabilitas melalui jaring pengamanan sosial yang menjadi tugas 
kami di dinas sosial. Selanjutnya, untuk dampak dari kasus COVID ini supaya menurun tentu kami juga 
berusaha untuk melakukan berbagai tindakan, antara lain: sosialisasi bahwa COVID ini masih ada 
sehingga masyarakat masih perlu waspada. Tentu kegiatan-kegiatan sosialisasi ini dilakukan Ketika 
kami ke daerah di dalam kegiatan misalnya pertemuan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan 
Keluarga) di kabupaten yang menghadirkan KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 
Harapan) untuk mengingatkan bahwa COVID masih ada, sehingga perlu tetap di waspadai dan 
menerapkan pola hidup PHBS. 

RA Secara institusi kelembagaan, hampir semua kantor-kantor institusi pemerintah atau apa selalu ada 
peringatan jaga protokol kesehatan seperti itu ya. Sehingga, terbentuk opini literasi publik yang sangat 
masif. Itu luar biasa. 

Legal 

AR Sudah tidak ada lagi kebijakan. Apalagi semenjak pelonggaran protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah yang ada saat ini adalah 
pelonggaran protokol kesehatan, tetapi informan 
menyatakan bahwa pelonggaran protokol kesehatan 
ialah pelonggaran aktivitas masyarakat dengan tetap 
diiringi dengan menjaga protokol kesehatan. 

IS Kalau saat ini tidak ada aturan karena orang luar negeri juga sudah banyak berdatangan dan tidak 
dapat dihindari, perlu untuk meningkatkan perekonomian. Hanya saja patut diwaspadai. 

AMA Namanya kebijakan pemerintah, kita kembalikan lagi anda aparatur dan harus memberikan contoh. 
Walaupun kebijakannya memang dari gubernur kami hanya menjalankan ke bawah jadi tidak ada surat 
keputusan atau regulasi resmi dari PMD tapi kami menjalankan regulasi dari tingkat atas berdasarkan 
surat edaran gubernur. 

SH Kebijakan yang diambil tentunya berlandaskan dasar hukum yang sudah ada. 

HN Tidak bertentangan karena ada regulasinya, baik dalam bentuk surat keputusan gubernur maupun 
surat edaran kemudian himbauan-himbauan. 

RA Kebijakan pemerintah yang terbaru adalah pelonggaran protokol kesehatan. Tetapi, bukan berarti 
bahwa protokol kesehatan dihapuskan. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. 

Equity 

AR Protokol kesehatan ini kan berlaku secara nasional artinya semua masyarakat untuk melindungi diri 
dari COVID mulai dari pegawai pemerintah, swasta, pusat perdagangan, pokoknya semuanya tanpa 

Rekomendasi kebijakan penegakan protokol 
kesehatan dapat mempromosikan pemerataan dan 
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Rekomendasi Kebijakan 2 
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN 

Political Viability 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

terkecuali, mau orang sehat, ada beberapa kondisi orang sakit juga pakai masker. keadilan dalam masyarakat karena diberlakukan 
secara menyeluruh untuk memproteksi dari potensi 
terpapar COVID-19. Protokol kesehatan diedukasikan 
secara masif sampai ke masyarakat pedesaan. 

IS Dengan adanya pintu masuk dari setiap orang dari luar dianggap berpotensi untuk melebarkan virus ini 
itu yang perlu kita jaga, taruhlah bandara, pelabuhan, atau perjalanan darat lainnya yang di perbatasan 
perlu diperketat. Siapa tahu mereka membawa virus varian baru ini kita tidak tahu bagaimana nanti jika 
tingkat penyebarannya lebih parah, makanya ini perlu kita jaga. 

AMA Mensosialisasikan mengajak taat protokol kesehatan sampai ke desa-desa dengan bantuan aparat 
desa dan lembaga masyarakat lainnya. 

SH Kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan dan dapat diakses oleh 
masyarakat. 

HN Masyarakat sasaran dari PKH itu ditetapkan kriteria tertentu. Ilmu yang ditransfer dalam kegiatan 
sosialisasi khususnya terkait persoalan kesehatan memang disini hanya terbatas pada penerima 
manfaat saja. Tetapi, untuk sosialisasi terkait COVID masih ada dan masih perlu pakai masker jika 
sakit atau jika merasa bergejala COVID harus memeriksakan diri perlu menjadi perhatian untuk 
disosialisasikan secara luas di masyarakat. 

RA Nah, itu bagaimana pemerintah mengkomunikasikan pandemic COVID. Jadi, ada perubahan model 
komunikasi yang pada saat itu di tengah pandemi dilakukan by online memanfaatkan media elektronik, 
bahasa lebih praktis dan sederhana agar masyarakat mudah mengerti. 

 

Rekomendasi Kebijakan 2 
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN 

Administrative Operability (Operasional Administrasi) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Authority 

AR Terkait masalah itu, koordinatornya itu satgas. Akhir-akhir ini tidak ada lagi pertemuan pembahasan 
COVID. 

Yang berwenang mengimpelementasikan kebijakan 
protokol kesehatan adalah di tingkat pusat adalah 
Kementerian Kesehatan sementara di tingkat Provinsi 
dilibatkan Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi 
Selatan, dibantu dan didukung oleh Lembaga-lembaga 
masyarakat yang ada di desa seperti PKK, LPM 
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). 

IS Tentunya ini melibatkan banyak pihak seperti umpamanya imigrasi, eh kepolisian umpamanya, tentara 
TNI, untuk perbatasan ya. Disamping juga teman-teman dari kesehatan sendiri yang terlibat 

AMA Itu termasuk aparat sendiri apparat PMD Kabupaten, apparat tingkat desa, Lembaga-lembaga 
masyarakat yang ada di desa seperti PKK, LPM, Lembaga masyarakat yang ada di desa. 

SH Protokol kesehatan itu adalah kewenangan pemerintah melalui kementerian Kesehatan. 

HN Relawan kami di dinsos namanya SDMPKH/pendamping PKH 

RA Jadi, yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan menjaga protokol kesehatan adalah 
Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi sebagai unsur pelaksana dibantu oleh 
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Rekomendasi Kebijakan 2 
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN 

Administrative Operability (Operasional Administrasi) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Pemda Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masing-masing. 

Institutional commitment 

AR Di kantor-kantor itu ada hand sanitizer kita siapkan. Di depan kantor disediakan tempat cuci tangan. 
Memang dianjurkan oleh pemerintah. Kita pakai masker di kantor itu sangat ketat di waktu awal-awal 
COVID. 

Bentuk komitmen berupa sinergi antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi 
pelaksanaan kebijakan tetap berlanjut, termasuk 
pelaksanaan protokol kesehatan. Ada himbauan dari 
pemerintah untuk menyediakan fasilitas tempat cuci 
tangan di setiap kantor pemerintahan. Kantor-kantor 
instansi pemerintah selalu ada peringatan prokol 
kesehatan untuk membentuk opini literasi publik yang 
masif. OPD dalam melaksanakan tugas kerjanya tetap 
mensosialisasikan protokol kesehatan sampai level 
kabupaten hingga ke desa-desa. 

IS Tentunya akan ada pemeriksaan atau screening terkait dengan orang-orang yang akan masuk ke 
negara kita dan sebetulnya itu prosedur normal orang luar yang mau masuk pasti ada pemeriksaan 
baik itu pemeriksaan kelengkapan administrasi seperti paspor umpamanya. Kalau dari luar ada 
mungkin PCR kalau masih dipakai sekarang. Saya kira begitu dek. 

AMA Kita (Dinas PMD) bekerjasama dengan PP PKK provinsi yang memang gencar juga memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat level kabupaten sampai ke desa, mereka ada pokja-pokja pokok 
kerjanya. Na lewat situ. Sampai itu kita lewat ke aparatur desa, kepala desanya mesti wajib menaati 
standar protokol kesehatan. Malah laporan itu kami ditembuskan ke sini (Dinas PMD) berapa kondisi 
COVID yang ada di desanya masing-masing. Sampai ke kepala desa, aparatur-aparatur juga yang lain 
dan kita wajibkan kepada mereka vaksin. 

SH Ya, benar Alhamdulillah sampai saat ini eh pandemi kan juga belum berakhir belum ada ya eh 
keputusan dari WHO bahwa pandemi ini berakhir dan kita tidak menutup mata bahwa eh kasus-kasus 
masih ada. Sehingga, tetap ada koordinasi kerjasama masih berlanjut untuk tetap bisa mengendalikan 
penularan COVID ini. 

HN Pola kebijakan protokol kesehatan awalnya ini dari pemerintah pusat. Ada apa sinergi yang tercipta 
antara pusat dan pemda untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan itu. Itu yang tidak boleh diabaikan 
di saat-saat sekarang COVID melandai. 

RA Secara institusi kelembagaan, hampir semua kantor-kantor institusi pemerintah atau apa selalu ada 
peringatan jaga protokol kesehatan seperti itu ya. Sehingga, terbentuk opini literasi publik yang sangat 
masif. Itu luar biasa. 

Capability 

AR Semua seharusnya masih harus pakai masker jika merasa dirinya ada gelaja, menjaga jarak sudah 
tidak sesuai dengan situasi yang ada sekarang karena kondisi COVID Sulsel inikan juga sudah jauh 
membaik. 

Aktor yang mengimplementasikan rekomendasi 
kebijakan penegakan protokol kesehatan dinilai 
mampu. Hal ini tercermin dari adanya penguatan 
kelembagaan dan penguatan skill SDM melalui 
pelatihan dan proses sosialisasi. 

IS Di bandara atau pelabuhan ada petugas imigrasi yang kompeten. Penjagaan wilayah dilakukan aparat 
kepolisian dan TNI. 

AMA Kalau mensosialisasikan itukan ada persyaratannya untuk kepada desa. Jadi adalah syarat-syarat 
administrasi jadi kalau kita bilang kaya kelembagaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau 
kelembagaan ekonomi misalnya di masyarakat ada Badan Usaha Desa itupun semua persyaratan jadi 
pengurus atau yang menjawab disitu adakan beberapa minimlah dia SD kah tetapi kita bisa menilai 
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Administrative Operability (Operasional Administrasi) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

pemahaman mereka dalam pembakuan dalam kebijakan ini antisipasi COVID mereka betul-betul 
paham dan istilahnya mereka jalankan karena inikan menjadi isu nasional memang dan harus kita 
sama-sama kerjakan. Jadi, kalau ada misalnya orang yang tidak terlalu paham saya rasa itu tidak 
signifikan ji mempengaruhi yang lain. Kalau untuk PKK atau LPM diberikan sosialiasi dari level atas 
kaya dari dinas kesehatan itu ada. Mereka dapat sosialisasi apalagi khususnya yang memang kodong 
level ke bawah memang rentan risiko juga mereka. Disamping betul-betul sehat ada memang 
sosialisasinya mereka. 

SH Tentunya pelaksanaan kebijakan sesuai dengan otoritas dan fungsi dari organisasi tersebut. 
Pelaksanaan program diharapkan dilakukan secara Bersama-sama seperti yang sudah kami lakukan 
selama ini. 

HN Yang terpenting dalam hal ini adalah SDMPKH dibekali kemampuan untuk menjelaskan/mentransfer 
ilmu yang dimiliki kepada masyarakat supaya masyarakat eh terbiasa dengan pola hidup yang kita 
harapkan kan standar yang kita harapkan. Jadi rekrutmennya kan berdasarkan kriteria yang sudah 
ditetapkan kan, tentu dari kriteria itu menjadi dasar kami dalam hal ini kementerian sosial bahwa 
kapabilitas dari SDM ini sudah sesuai standar yang kita harapkan. Berikutnya setelah rekrutmen tentu 
ada kegiatan pelatihan, apa yang menjadi tugasnya apa yang menjadi fungsinya dan tugas pokok, 
utamanya persoalan kesehatan. 

RA Penguatan kelembagaan penguatan skill SDMnya sudah ada. 

Organizational support 

AR Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk pemakaman yang meninggal karena COVID itu 
disediakan pemakaman di Macanda. Waktu awal COVID itu ada ambulance stand by di posko 
Manunggal. Ketika ada orang yang meninggal langsung berangkat itu ambulance dengan dikawal. 
Karena ditakutkan ini dia tidak boleh lama. 

Tersedia dukungan peralatan berupa alat pendeteksi 
suhu dan peralatan PDH (Pakaian Dinas Harian) agar 
petugas yang melakukan sosialisasi mudah dikenali 
oleh masyarakat. Tersedia fasilitas fisik seperti 
laboratorium pemeriksaan COVID-19. Meskipun 
pemakanan COVID-19 sudah ditutup tetapi jika ada 
pasien yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 
tetap harus dengan prosedur pemakanan protokol 
COVID-19. Pelayanan penunjangan lainnya melalui 
media sosial dan surat edaran untuk sosialisasi 
protokol kesehatan. 

IS Proses antisipasi dengan penyediaan alat-alat seperti pendeteksi suhu kalau ada yang dicurigai itu 
bisa langsung diperiksa ditempat, melihat alur pergerakan orang lebih mudah jika kontak dengan 
penderita COVID dengan aplikasi peduli lindungi. 

AMA Kita sosialisasikan juga lewat surat lewat medsos 

SH Kalau penyuluhan seperti itu selalu berjalan dek, kalau untuk himbauan ya baik itu media massa, 
media-media sosial, kemudian melalui surat-surat edaran yang kami sampaikan ke kabupaten/kota itu 
tetap ada. 

HN Jadi pemerintah itu sudah memfasilitasi peralatan, menyangkut masalah administrasi tentu ada, 
peralatan PDH (Pakaian Dinas Harian) supaya masyarakat tahu bahwa ini loh petugasnya seperti itu. 
Kemudian peralatan lainnya. 

RA Pada awal-awal di 2020 itu sangat terbatas. Jadi, bulan februari 2020 itu semua sampel kasus harus 
dikirim ke Jakarta atau Surabaya jadi, waktu itu delay kasus itu bisa sampai 3 minggu. Sekarang ini 
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hampir semua kabupaten/kota sudah punya laboratorium peralatan penunjang, ada tempat isolasi, 
layanan rumah sakit. Semua rumah sakit sudah siap melayani untuk kasus COVID jadi sekarang tidak 
ada alasan jadi begini angka kesembuhannya COVID ini tinggi sekali ini ini bagus ini ya, jadi kalau 
seseorang yang penting dia mendapatkan layanan cepat maka dia kesembuhannya itu cepat 90%. 
Kalau anda tinggal di rumah risikonya sangat tinggi. Sekarang ini kualitas layanan bagus untuk 
COVID. 

 

 

SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 
Rekomendasi Kebijakan 3 

SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 

Technical Feasibility (Kelayakan Teknis) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

EW Jadi, program publikasi dan edukasi dan juga penyebaran informasi terkait penanganan COVID-19 
masih terus dilaksanakan. Artinya, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan itu masih eh memberikan 
kepedulian yang sangat serius sehingga penanganan COVID-19 ini bisa dilaksanakan secara 
maksimal dan juga masyarakat tidak takut. Kami di kominfo ini bagaimana bisa mitigasi dan 
pencegahan terkait penyebaran COVID. Kami dinas kominfo provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini 
bertindak sebagai koordinator media center penanganan COVID-19. Jadi, memang Alhamdulillah kita 
lihat sendiri bahwa COVID-19 khususnya di Sulawesi Selatan itu angkanya sudah relatif menurun. Hal 
itu, pertama dipengaruhi tingkat kesadaran masyarakat bagaimana caranya yang namanya hidup 
sehat. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah 
provinsi senantiasa melakukan sosialisasi terkait penanganan COVID-19 yang ada di daerah masing-
masing. 

Rekomendasi kebijakan sosialisasi pencegahan 
COVID-19 berupa publikasi dan edukasi penanganan 
COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan; Pengendalian 
COVID-19 melalui RCCE (Risk Communication 
Community Angagement) yaitu program edukasi dan 
komunikasi kepada masyarakat agar masyarakat 
paham pentingnya tetap menerapkan protokol 
kesehatan; serta sosialisasi di perusahaan-
perusahaan terkait implementasi K3 di tempat kerja 
untuk mencegah penularan COVID-19. Sosialisasi 
pencegahan COVID-19 telah memenuhi kelayakan 
teknis karena bertujuan untuk pengendalian kasus 
positif COVID-19 Di Provinsi Sulawesi Selatan. 

MS Sosialisasi di perusahaan-perusahaan terkait pencegahan COVID-19 di lingkungan perusahaan. Kita 
(disnaker) berharap norma-norma ketenagakerjaan itu berjalan baik di perusahaan. Tidak ada 
perselisihan, semua syarat-syarat terkait ketenagakerjaan itu terpenuhi. Itu harapan kita. Makanya, kita 
setiap hari malah kita itu kalau ada yang berkunjung ke perusahaan, sosialisasi seperti itu, harapannya 
itu semua kewajiban dari perusahaan bisa dijalankan. Kalau di bilang keseluruhan saya rasa ndak 
terlalu tapi arahnya memang ke sana. Kalau saya sendiri sih tidak pernah temukan kasus yang 
melapor ke kita kalau ada terinfeksi COVID-19 akhir-akhir ini khusus di tenaga kerja. 

FL Pengendalian COVID-19 melalui RCCE (Risk Communication Community Angagement). Jadi, RCCE 
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ini adalah program edukasi dan komunikasi kepada masyarakat agar masyarakat paham pentingnya 
tetap menerapkan protokol kesehatan. […] Bagaimana melibatkan masyarakat supaya mau peduli, 
bagaimana melibatkan masyarakat supaya mau paling tidak dilingkup keluarganya dia bisa sadarkan 
untuk mau vaksinasi. Rentan penularan ke lansia itukan, okelah lansianya tidak kemana-mana, yang 
mereka tidak sadari adalah orang yang ada disekitarnya gitu yang bisa menularkan ke lansia. Bukan 
lansianya yang mesti kita sadarkan, lingkup keluarganya pun mestinya kita sadarkan yang mungkin dia 
akan menjadi pembawa (virus corona). Saya juga barangkali berbicara dengan beberapa teman-teman 
muda kau jangan terlalu egois hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kamu sendiri melupakan orang-
orang yang ada disekitarmu dilingkup keluargamu, utamanya lansia. 

MI Sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya COVID. 

 

Rekomendasi Kebijakan 3 
SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 

Economic and Financial Possibility 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

EW Tidak ada kalau di diskominfo. Kalau kami tidak anggarannya khusus tapi fungsi kami itu adalah 
memberikan penyebarluasan, memberikan informasi, dan memberikan edukasi kepada seluruh 
elemen masyarakat. Karena tugas kominfo itu adalah penyebaranluasan informasi. Terkhusus 
masalah COVID-19 ini kami tidak mempunyai anggaran khusus, tetapi kami mempunyai tugas 
bagaimana bisa eh memberikan informasi yang valid kepada seluruh elemen masyarakat. 

Tidak diketahui berapa perkiraan biaya untuk kegiatan 
sosialisasi pencegahan COVID-19 karena menurut 
informan dari pihak pemerintah sudah tidak 
dianggarkan melalui APBD. Tetapi, tetap 
melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan 
COVID-19 karena terkait fungsi dari instansi 
Diskominfo untuk memberikan dan menyebarluaskan 
informasi kepada seluruh masyarakat dan Disnaker 
untuk K3 terkait COVID-19 di tempat kerja. Ada 
anggaran sosialisasi pencegahan COVID-19 yang 
bersumber dari organisasi yang bergerak dalam 
bidang kemanusiaan yaitu Federasi Palang Merah 
Internasional. 

MS Disertakan berdasarkan rencana kerja pengawas. 

FL Untuk pembiayaannya itu dari Federasi Palang Merah Internasional.  

MI Kita (Satpol PP) keterbatasan anggaran, kita tidak mempunyai anggaran untuk itu untuk sosialisasi 
dan penyuluhan itu.  

 

Rekomendasi Kebijakan 3 
SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 

Political Viability 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Acceptability 

EW Dapat diterima oleh semua aktor politik, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota. 

Untuk aktor politik yang mengimplementasikan 
sosialisasi pencegahan COVID-19 dapat menerima 
dengan baik rekomendasi kebijakan ini seperti MS Tergantung perusahaannya di. Ada perusahaan memang yang agak ketat terutama perusahaan-
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Political Viability 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

perusahaan besar itu. Sama dengan di bandara, itu masih pakai masker. pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah 
kabupaten/kota dan didukung oleh OPD-OPD lainnya 
serta mendapat dukungan dari organisasi sosial. 
Untuk di perusahaan ada yang menerima dengan baik 
dan ada pula yang tidak menerima untuk 
mensosialisasikan K3 untuk mencegah penularan 
COVID-19 di tempat kerja. 

FL Kalau di internal PMI dengan beberapa organisasi kan tidak ada ji masalah. Beberapa kebijakan juga 
dari teman-teman eh misalnya baru-baru ini saya surpem-surpem (unsur pemerintah) dengan 
kerjasama dengan PMI untuk melakukan vaksinasi. Saya malah lebih senang main di advokasi dan 
edukasinya gitu. Advokasinya ke pemerintah setempatnya, edukasinya ke masyarakatnya kan gitu, 
saya lebih banyak main disitu daripada harus main langsung ke penanganan vaksinasi. 

MI Dapat diterima oleh semua OPD yang terlibat. 
 

Appropriateness 

EW Tidak bertentangan. Sosialisasi pencegahan COVID-19 ini tidak merusak 
atau bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada 
dalam masyarakat atau nilai-nilai yang berlaku 
perusahaan-perusahaan. 

MS Sebetulnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan. Hanya biasanya perusahaan tidak 
melakukan pencegahan COVID itu meskipun sudah disampaikan. 

FL Kami membangun komunikasi yang baik, sehingga bisa diterima oleh semua orang. 

MI Saya kira itu tidak ya. 

Responsiveness 

EW Jadi memang eh begini seperti informasi hoax yang adek sampaikan. Banyak berita hoax yang 
beredar di masyarakat bahwa jangan melaksanakan vaksin karena vaksin itu bisa membunuh diri kita 
sendiri. Ada yang mengatakan bahwa vaksin itu haram. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan bagaimana 
bisa pemerintah dalam hal ini dinas kominfo memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Ini 
juga dibantu oleh Dinas Kesehatan sebagai pelaksana, pelaksana dalam hal memberikan vaksinasi 
kepada masyarakat. Sehingga, dua elemen ini, dinas kesehatan dan dinas kominfo ini sama-sama kita 
berkoordinasi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 
itu adalah salah satu cara untuk menurunkan jumlah penyebaran COVID-19 dan menurunkan angka 
kematian di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. 

Rekomendasi kebijakan sosialisasi pencegahan 
COVID-19 memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
informasi yang valid terkait COVID-19 dan untuk 
meminimalisir berita atau informasi hoax yang dapat 
menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. 

MS Kita (Disnaker) sejak awal sudah menyampaikan ke perusahaan agar menaati protokol kesehatan di 
lingkungan kerja. Kalau dari kita sih tidak ada itu pemberian sanksi jika tidak menerapkan K3 COVID. 
Hanya diminta kesadarannya. Jadi, semata-mata karena kesadaran saja. 

FL Masyarakat butuh yang namanya informasi yang valid. Yang kita lawan ini berita hoaxnya. 

MI Ya, sosialisasi dan penyuluhan dampak COVID diinformasikan dibantu oleh media kemudian 
disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat. Masyarakat jadi tidak termakan hoax atau isu palsu 
terkait COVID. Hoax inikan bisa menimbulkan ketakutan. 

Legal 

EW Tidak ada (spesifik). Kita berdasarkan dengan tugas dan fungsi diskominfo itu sendiri. Itu ada undang-
undang tentang penyebaran informasi (UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik). Karena tugas kominfo itu bukan sebagai fungsi teknis. Fungsi teknis itu sendiri ada di dinas 

Rekomendasi kebijakan sosialisasi pencegahan 
COVID-19 tidak bertentangan dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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kesehatan dan BPBD. Kita juga fungsinya itu bagaimana memberikan penyebarluasan informasi dan 
memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat, seperti itu dek. 

MS Tidak bertentangan karena ada dasar aturannya seperti surat edaran terkait menghadapi pandemi 
COVID dan protokol kesehatan di perusahaan termasuk Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 
Keselamatan kerja itu. 

FL Tidak berbenturan dengan aturan yang ada. 

MI Tidak bertentangan dengan hukum. Kalau untuk Satpol PP ikut berperan dalam percepatan COVID di 
awal itu ada arahan gubernur tentang pembentukan satgas. 

Equity 

EW Agar menjangkau masyarakat pedesaan, kita gunakan RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ini koordinasi 
kita dengan dinas kominfo kabupaten/kota karena yang mempunyai wilayah itu adalah dinas kominfo 
kabupaten/kota. Dinas kominfo kabupaten/kotalah ini yang berperan memberikan edukasi, 
memberikan informasi kepada seluruh elemen masyarakat dengan menggunakan: yang pertama, 
tripika yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Danramil (Komando Rayon Militer). Turunlah dia kepada 
Lurah atau Kepala Desa turun ke babinsa (Bintara Pembina Desa) dan bhabinkamtibnas 
(Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Turunlah lagi kepada RT dan RW. 
Kalau di desa ada namanya Kepala Lingkungan, ada namanya Kepada Dusun. Inilah yang 
memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait dengan bahaya dari COVID itu sendiri 
dan bagaimana penanganannya. Fungsi dinas kominfo ini adalah fungsi koordinasi dengan pemerintah 
kabupaten/kota, seperti itu dek. 

Rekomendasi kebijakan sosialisasi pencegahan 
COVID-19 mempromosikan pemerataan dan keadilan 
dalam masyarakat dengan berusaha menjangkau 
pada level kabupaten/kota, hingga pedesaan juga 
mendatangi langsung perusahaan-perusahaan. 

MS Kita (disnaker) yang datang ke perusahaan untuk sosialisasi terkait COVID di perusahaan. 

FL Kami (PMI) lebih banyak mengorganized edukasinya begitu di level kabupaten/kota dan ini realistis 
dilaksanakan, tetapikan komunikasi risiko kan itu penting. Komunikasi risiko kan itu mencoba 
bagaimana merubah mindsetnya mereka gitu terhadap ini (COVID-19). Nah, merubah mindset inikan 
tidak mudah begitu. PMI dalam penanganan COVID-19 sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai 
dengan sumber daya yang tersedia. 

MI Pemerintah tetap waspada tetap mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan akan muncul itu. Jadi, kita 
dibubarkan suatu kegiatan itu bukan berarti ditiadakan tetapi dilonggarkan. Jadi, masyarakat tetap 
butuh perlindungan dengan protokol kesehatan jika sakit atau apa namanya ada gejala-gejala. 
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SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 

Administrative Operability (Operasional Administrasi) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Authority 

EW Penyelesaian COVID itu adalah tugas kita bersama. Kominfo itu bertugas untuk menyampaikan 
informasi, kominfo itu bertugas memberikan publikasi pada seluruh elemen masyarakat terkait dengan 
bahaya COVID-19, bagaimana cara penanganannya, bagaimana dia melakukan tracking terhadap eh 
penyebaran COVID-19 yang berada di tengah-tengah masyarakat. Tugas penanganan COVID ini 
merupakan tugas seluruh eh stakeholder terkait di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten. Tetapi, hal ini juga tidak bisa kita lakukan apabila tidak adanya atau kurangnya 
kesadaran dari seluruh elemen masyarakat kita sendiri. 

Pemerintah adalah pihak yang berwenangan dalam 
mengimplementasikan kebijakan sosialisasi 
pencegahan COVID-19. Pemerintah Pusat dalam hal 
ini yang lebih berperan adalah Kominfo. Kemudian 
Pemerintah Daerah dibantu SKPD, baik level Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. 

MS Implementasi upaya pencegahan COVID di perusahaan merupakan kewenangan perusahaan itu 
sendiri. Kita hanya menyampaikan. 

FL Yang berwenang mengeluarkan kebijakan COVID ya pemerintah. Kamikan hanya membantu 
pemerintah toh, tidak mengambil ahli tugasnya. 

MI Sosialiasi bahaya COVID ini menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. 

Institutional commitment 

EW Peran dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan ini. Tetapi, sekali lagi 
saya katakan penangan COVID tidak akan tuntas tanpa adanya kesadaran dari kehidupan masyarakat 
itu sendiri. Bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana caranya penanganan dan mengikuti anjuran 
pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Yakinlah bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah 
masyarakat untuk memberantas yang namanya COVID-19. 

Dalam rangka sosialisasi pencegahan COVID-19 
terlihat komitmen dari pemerintah, mulai pemerintah 
pusat, provinsi, sampai kepada pemerintah level 
kabupaten/kota. Tetapi, penting pula menyertakan 
faktor kesadaran masyarakat itu sendiri dalam rangka 
pencegahan COVID-19. Pemerintah daerah terus 
memantau perkembangan COVID-19 dan 
kesiapsiagan bila ada indikasi-indikasi akan terjadi 
peningkatan kasus positif COVID-19. 

MS Sampai saat ini sih ketika melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan, sosialisasi COVID tetap 
disampaikan walaupun itu sebenarnya bukan pembahasan utama dalam kunjungan itu ya. 

FL Jadi, kadang kita (PMI) sudah kami maksimal pelatihan misalnya tentang RCCE itu, begitu kembali dia 
mau menindaklanjuti kasian ndak punya support budgeting dari pemerintah daerahnya gitu. 

MI Kami (Satpol PP) tetap memantau perkembangan COVID. Ketika nantinya ada indikasi-indikasi akan 
terjadi peningkatan, maka tim ini pasti akan diaktifkan kembali. Jadi, kita selalu siap begitu ada 
instruksi dari pimpinan, kita langsung bergerak personil selalu siap. 

Capability 

EW Insya Allah, mampu. Organisasi yang akan mengimplementasikan dinilai 
mampu dari konteks SDM karena pihak yang 
mengimplementasikan paham dan dibekali pelatihan 
terkait pencegahan COVID-19. 

MS Kita (Disnaker) ada seksi norma K3 yang paham akan K3 COVID. 

FL Yang sudah kita lakukan menghadapi ini (COVID-19) adalah bagaimana melatih teman-teman yang 
ada di 8 kabupaten/kota yang selama ini aktif ya untuk mengikuti pelatihan RCCE (Risk 
Communication Community Angagement). 

MI Kapabilitas tim penyuluh dinkes karena ada pelatihan dan sebagainya pastilah memadai. 

Organizational support 

EW Kominfo memberikan publikasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat melalui media, baik Untuk sosialisasi pencegahan COVID-19 tersedia 
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Administrative Operability (Operasional Administrasi) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

media nasional, media elektronik, media online bagaimana eh bahaya dari COVID-19 itu yang kita lihat 
selama ini mulai dari tahun 2020 merenggut banyak jiwa saudara-saudara kita yang terjangkit COVID-
19. Sehingga, kita senantiasa memberikan edukasi terkait bahaya dari COVID-19 terus memberikan 
informasi kepada seluruh masyarakat bagaimana bisa penanganan secara individual terkait dengan 
penyebaran COVID-19 ini. Disamping juga itu, kami (dinas kominfo) selalu berkoordinasi dengan 
pemerintah kabupaten/kota untuk senantiasa melakukan publikasi dan edukasi kepada seluruh elemen 
masyarakat, terutama elemen dimasyarakat pinggiran yang mungkin belum eh tersentuh secara baik 
secara maksimal terkait penanganan COVID-19 ini, sehingga penanganan COVID-19 ini bisa tersebar 
ke seluruh elemen masyarakat yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, seperti itu dek. 

media komunikasi, baik media elektornik, media 
online, media work of mouth (secara lisan), media 
cetak seperti brosur dan leaflet. Dari segi SDM yang 
merupakan faktor penting dalam pelayanan sosialiasi 
pencegahan COVID-19 telah disiapkan bahkan 
sampai dilakukan pelatihan. 

MS Kalau sekarang hanya sebatas penyampaian lisan ketika melakukan rencana kerja pengawas. Tidak 
pakai media apapun. 

FL Edukasi itu kan, eh kemarin kita sudah banyak mi sebenarnya menyebar untuk itu. Menyebar leaflet 
apa semua, saya anggap memang itu tidak cukup karena kan leaflet brosur ketika hanya dititipkan saja 
orang malas membaca sekarang. Mestinya leaflet dan brosur itu harus diikuti dengan edukasi secara 
langsung, komunikasi secara langsung kepada masyarakat. Edukasi, komunikasi, advokasi ada di 
dalam program RCCE. 

MI Satpol PP tidak terlibat dalam sosialisasi terkait COVID karena tugas Satpol PP itu lebih kepada 
penegakan hukum yang meliputi pengamanan dan pengawalan. Jadi, tugasnya disini terbatas juga. 
Pengawalan korban COVID-19 pada awal-awal pandemik, sekarang sudah tidak ada lagi. 

 

 

SURVEILANS PEMANTAUAN MUTASI VIRUS CORONA 
Rekomendasi Kebijakan 4 

SURVEILANS PEMANTAUAN MUTASI VIRUS CORONA 

Technical Feasibility (Kelayakan Teknis) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

YDR Pemeriksaan genomik, genomik untuk mengetahui varian virusnya menggunakan whole genome 
sequencing namanya. Dari genomik ini juga bisa diketahui mutasi virus baru COVID. Ini tadi adalah 
metode yang digunakan oleh pemerintah, kementerian kesehatan untuk surveilans varian COVID-19 di 
Indonesia. Jadi, dilihat varian-varian apa yang ada di Indonesia, jadi dilihat varian apa yang dominan 
beredar saat ini. Surveilans ini mampu mengatasi masalah COVID sebagian saja. Perlu program lain 
agar menyelesaikan secara menyeluruh seperti vaksinasi COVID yang berkelanjutan. 

Rekomendasi kebijakan surveilans pemantauan 
mutasi virus corona dengan pemeriksan genomik 
menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS), 
sehingga diketahui varian-varian mutasi virus corona 
yang beredar di Indonesia, khususnya di Sulawesi 
Selatan dan dapat dianalisis apakah vaksin COVID-19 
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yang digunakan di Indonesia masih efektif menangkal 
COVID-19. Tujuannya, untuk mengendalikan kasus 
positif COVID-19, sehingga rekomendasi kebijakan ini 
memenuhi kelayakan teknis. 

 

Rekomendasi Kebijakan 4 
SURVEILANS PEMANTAUAN MUTASI VIRUS CORONA 

Economic and Financial Possibility 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

YDR Anggaran dari dua sumber, dari rupiah murni. Rupiah murni itu dari pemerintah APBN. Kemudian, 
anggaran kedua itu dari internal BBLK dalam arti kami ini BLU (Badan Layanan Umum) yang bisa 
fleksibel menggunakan anggaran. Keuntungannya, pemeriksaan genomik ini kita tahu karakteristik 
virusnya […] bentuk tembok atau sistem bertahan antisipasi mutasi COVID. Jadi, pelaporannya cepat 
dan akurat ke Pemerintah, sehingga tindakan penanganannya bisa maksimal. 

Tidak dapat diperkiraan jumlah anggaran untuk 
rekomendasi kebijakan surveilans pemantauan mutasi 
virus corona ini, tetapi untuk sumber anggarannya dari 
APBN dan BBLK Makassar. Keuntungan dengan 
surveilans pemantauan mutasi virus corona ini adalah 
dengan melakukan pemeriksaan genomik terhadap 
mutasi virus corona yang beredar dan pelaporan dari 
laboratorium cepat dan akurat disampaikan kepada 
pemerintah, memungkinkan tindakan atau usaha 
antisipasi yang lebih maksimal oleh pemerintah 
sebelum lebih merugikan negara. 

 

Rekomendasi Kebijakan 4 
SURVEILANS PEMANTAUAN MUTASI VIRUS CORONA 

Political Viability 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Acceptability 

YDR Iya, dapat diterima. Kami (BBLK) dibawah naungan Kementerian Kesehatan. Rekomendasi kebijakan surveilans pemantauan 
mutasi virus corona dapat diterima oleh pemerintah 
karena pemerintah sendiri melalui Kementerian 
Kesehatan menginstruksikan kebijakan ini. 

Appropriateness 

YDR Tidak bertentangan dengan nilai atau norma-norma dalam masyarakat kita. Rekomendasi kebijakan surveilans pemantauan 
mutasi virus corona tidak merusak atau bertentangan 
dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. 

Responsiveness 

YDR Soalnya BBLK Makassar kan punya wilayah kerja. Wilayah kerjanya itu di 10 provinsi sebenarnya. Rekomendasi kebijakan surveilans pemantauan 
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Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Jadi, di awal tahun 2020 karena lab rujukan masih minim jadi di tahun 2020 itu bulan maret kami 
sudah melakukan pemeriksaan pertama kali di bulan maret kita menjadi rujukan seluruh provinsi di 
Indonesia Timur. Kemudian, seiring berjalannya waktu karena banyak provinsi yang mulai mampu 
untuk melakukan pemeriksaan.  Kemampuan BBLK pun kita perkuat dari tahun ke tahun. 

mutasi virus corona memenuhi kebutuhan masyarakat 
yang ada dengan pemantauan varian virus corona 
baru oleh BBLK Makassar dan menganalisis 
dampaknya pada efektivitas vaksin COVID-19 menjadi 
bentuk perlindungan yang diupayakan pemerintah 
untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 
di Sulawesi Selatan.  

Legal 

YDR Tidak bertentangan. Dasar aturannya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605 Tahun 2008 
Tentang Standar BLK dan BBLK, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4642 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan COVID. Kemudian Ada juga Permenkes Nomor 13 
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. 

Rekomendasi kebijakan surveilans pemantauan 
mutasi virus corona tidak bertentangan dengan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Equity 

YDR Pemeriksaan genomik BBLK Makassar khusus bertanggung jawab atau menjadi lab rujukan Sulsel, 
Papua, dan Maluku. BBLK ini ada di berbagai wilayah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk 
masing-masing wilayah kerjanya. 

Rekomendasi kebijakan surveilans pemantauan 
mutasi virus corona mempromosikan pemerataan dan 
keadilan sebab pemerintah telah menunjuk BBLK 
Makassar sebagai laboratorium untuk wilayah kerja 
Sulawesi Selatan, Papua dan Maluku yang dapat 
melakukan pemeriksaan genomik. BBLK ini ada di 
berbagai wilayah di Indonesia yang bertanggung 
jawab untuk masing-masing wilayah kerjanya. 

 

Rekomendasi Kebijakan 4 
SURVEILANS PEMANTAUAN MUTASI VIRUS CORONA 

Administrative Operability (Operasional Administrasi) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

Authority 

YDR Kami (BBLK) ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan menjadi lab rujukan COVID. Yang berwenang dalam mengimplementasikan 
surveilans pemantauan mutasi virus corona di 
Sulawesi Selatan adalah Kementerian Kesehatan 
melalui BBLK Makassar. 

Institutional commitment 

YDR Surveilans terhadap COVID-19. Kita harus punya sistem untuk secara kontinyu mendeteksi varian- Surveilans dengan sistem yang kontinyu untuk 
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Administrative Operability (Operasional Administrasi) 

Informan Data Emik (Sudut Pandang Informan) Konsep Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

varian virus yang beredar di Indonesia untuk akhirnya kita bisa menilai kira-kira vaksin yang kita 
gunakan saat ini masih bisa mengcover virus yang baru atau tidak. Dari surveilans juga nanti itu bisa 
kelihatan tren apakah memang gejala klinisnya memang masih sama, sama ringan atau ada 
perburukan misalnya BOR (Bed Occupation Rate) kembali meningkat, angka kematian meningkat. 
Jadi. Surveilansnya terhadap kasus COVID, dalam hal ini kasus COVID yang di rawat, kasus COVID 
yang gejalanya atau kesesuaian dengan gejala, yang tadi varian-varian virus yang menginfeksi. Nah, 
surveilans-surveilans itu jadinya membuat kita bisa menilai oh ternyata memang sebaran kasus 
COVID yang sekarang-sekarang ini masih ringan, tidak ada varian virus baru, coverage vaksin kita 
masih bisa aktiflah untuk mengantisipasi adanya varian-varian yang beredar sekarang. Jadi, surveilans 
yang dilakukan terus-menerus itu menurut saya bisa menjadi cara yang dilakukan untuk bisa membuat 
kasus ini stabil, tidak ada peningkatan lagi.  

mendeteksi varian-varian virus yang beredar di 
Indonesia. Karena BBLK Makassar hanya pada 
wilayah kerja tertentu, maka BBLK yang lain pada 
wilayah kerja yang berbeda harus bantu-membantu. 

Capability 

YDR Untuk SDM kita ada analis, perawat, dan juga dokter spesialis. BBLK tidak terkendala dari segi 
pendanaan. 

Organisasi yang mengimplementasikan dinilai mampu 
dalam konteks SDM, terdiri dari analisis kesehatan, 
perawat dan dokter spesialis. Organisasi yang 
mengimplementasikan juga dinilai mampu dalam 
konteks SDM karena adanya ketersediaan anggaran. 

Organizational support 

YDR Sumber daya kita cukup mumpuni, mulai dari sumber daya alat, sumber daya manusia, sumber daya 
anggaran. 

Tersedia dukungan peralatan pemeriksaan genomik 
yang memadai dan sesuai standar. Tersedia fasilitas 
fisik berupa laboratorium (BBLK). Tersedia pelayanan 
lainnya berupa SDM dan pendanaan. 
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Rekomendasi Persetujuan Etik 
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Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 9 

Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 10 

Dokumentasi Kegiatan 

 

  
Gambar 1. Wawancara dengan      Gambar 2. Wawancara dengan pihak 
Sekretaris Badan kesbangpol Prov. pihak dari Bappelitbangda Prov. Sulsel 
Sulsel 
 
 

  
Gambar 3. Dokumentasi Setelah Gambar 4. Wawancara dengan 
Wawancara dengan pihak dari  pihak dari BKAD Prov. Sulsel 
BBLK Makassar 
 
 

  
Gambar 5. Wawancara dengan pihak Gambar 6. Wawancara dengan pihak 
BPBD Prov. Sulsel   Korwas IPP II BPKP Perwakilan Sulsel 
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Gambar 7. Wawancara dengan  Gambar 8. Wawancara dengan Sekretaris 
Dinas PMD Prov. Sulsel   Kasi Survim Dinkes Prov. Sulsel 

 
 

  
Gambar 9. Dokumentasi Setelah Gambar 10. Wawancara dengan  
Wawancara dengan Tim Ahli Kabid Linjamsos Dinsos Prov. Satgas COVID-19 
Prov.Sulsel Sulsel 

 
 

  
Gambar 11. Wawancara dengan Gambar 12. Wawancara dengan  
Pihak Dari Dishub Prov. Sulsel Sekretaris Badan Diskominfo Prov. Sulsel 
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Gambar 13. Wawancara dengan Gambar 14. Wawancara dengan 
pihak dari Disnaker Prov. Sulsel Tim Ahli Satgas Penanganan COVID-19 

Prov. Sulsel 

 
 

  
Gambar 15. Dokumentasi Setelah Gambar 16. Wawancara dengan 
Wawancara dengan pihak dari PMI  pihak dari Satpol PP Prov. Sulsel  
Sulsel 
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Policy Brief 
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